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PERATURAN BUPATI KUANTAN & lm
NOMOR 6 TAHUN 2013

"
TENTANG | : i ni

SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR |

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DANBANGOkAn PERDESAANS
DAN PERKOTAAN (PBB P-2)Ir 5

, t1 P |
1

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI t
. . !
:

Hj ai 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI, :

Menimbang :2. biihwa dalam' rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan sebagai pelaksahaan, Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan
Pe rdesaan dan:

Perkdtaan, perlu tanya! petunjuk didalam
pelaksanaannya:

:
Ff

1
Hg

b. bahwa berdasarkan pertimbangan isebagaimuna dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan upati ten:ang
Sistem Operasicnal dan Prosedur Femurigutan Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan!(PBB F2)

Kabupaten“Uuantan Singingi:
'

£:

Mengingat: |. Undang-Undang Notmor 6 Tahuh' 198: kentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara PerpajakanLem Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 "Nomor:49, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesialNotnor 162), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 'tentang” Penetapan Peratauran
Pemerintah Pengganti Undang:Undang

Nomor 5 Tahun 2028
tentang Perubahan. Keempat atas

Undang-Uncang
Nomor 6

Tahun 1983, tentang Ketentuan' : Umum: dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang--Undi ng '! (Lem!

Saran Negara
Republik Indofesig Tahuri 2099/:Nordofi 62, Tambahan
L:mbaran

Negara Refubiik/
IndonTh NoSg 49299),

1 . Ja

1G

1
Te

| |
— | 1

' P3
3 urat
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tetang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negz ra'"Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lerpbaran :Negara' Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagi:rimana,telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tar:un 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor' 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bunu dan Bangunan (Lembara

n Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 162, Te:mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3565::. 4

TENUN,
3. Undang-Undang Nomor

19 tahun::1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Suirat Paksa.#Lemparan -Negara Republik
Indonesia Tahun:11997 Norg

spora ih Tambahan
Lembaran

Negara Republik:Indonesia nhpr,
3

4.
Undang-Undang :Nortor,

15
tahunai

w

teHa Pemeriksaan
dan PengelolaaAN5 er NG

salih
HESAPA | te baran Negara”

Republik Indone!Ta Tahun
2 , Tambahan

Lembaran Negara!RepuBiikeaWomofi
00):

:tentarig Pemerintahan

hdortdsia
Tahun -2004 :

Nomor 125,
Tambihan | mbattiniNE

a Rep) blik Indonesia
Nomor 4437): s€kagaimana: telah dl

|

beberapa kali.
perubahan, tergkhif : dengan! Unika:Ag-Undang Nomor 12 .

Tahun 2008 tentang!'Perubanki Kedua:'AL2S: Undang-UndangNomor 32 tahun 12004 Lah:ang "Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59), Tambahan Lembaran Nega:-a Hepablk

Indonesia Nomor
4854),

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembare a Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 430, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 50491,

|
0.

7. Undang-Undang'Ki Nomor 12 Tahun "don tentang
Pembentukan Peraturan Perundang: Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011.Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234),

:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun

:Iibbe tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan “dan

''Hak Pakai “atas
Tanah (Lembarani. Negara Republik Indonesia Tahun..1996
Nomor 14, Tambahan: Lembaran Negara Republik

Indonesia
Nomor 3643): "'

'

TAN NNa AN 2
9. Peraturan Pemerintah Nomor fahur " 2007 teritang

Pembagian Urusin emesin:Be Hp Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan |emeliatahan “Daerah
Kabupaten/Kcta "ILembaran' Negard: Republik Indonesia
Tahan 2007 Narnor S2, Tembahhn Lembaran

Negara
Rep.sblik Indonesi: Nomor 4737 :

5. Undang-Undang Icfomor
5
'52 tah

Hay
:

'

Negi raReibus (fk
Daerah (Lembarari Ar

ran
da

ir

&
s.
x3s
3
»,

n
n

1
n
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#netdpkan

' 1. :
10. Peraturan Pemerintah Nomor uaTahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan nsentif Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran ajaa Republik Indonesia .

Tahun 2010 Nomor 119, Ta.mbahan Lembaran
Negara

Republik Indonesia Nomor 5161: vi
11. Peraturan Menteri Dalam Ne-en Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman
Pengelclaan | Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah derizan Peraturan Menteri Dalam.
Negeri Nomor 59 Tahun 20(:7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Neseri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Ke:uanggh Daerah:

12. Peraturan Menteri Dalam Nereri “Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahkm dah Penyusunan Laporan:
Perunggungjawaban Bendahar:: Serta"penyampaiannya,13. Peraturan Menteri Dalam Nessri Nomor 56. Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan 'Menteri: Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2007. tentan3 Perunjuk Teknis

Penataan
Orgiunisasi Perangkat Daerah: aa 814. Peraturan

Bersama Menteri Keuangah dan. Menteri Dalam
Negeri Nomor:

213/PMK,67/2015:
2 dari: Nomior 5g Tahun 2010

tentang Tahapan! Persiapan
'
Up, : an | Pajak Bumi dan.

Bangunan Perdesaan dan Perko::
nli

se Bagai Pajak Daerah,
15. Peraturan Daerah'Nomor 3 Tahun2 : tentahg Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuarjgan'Daerah' (Lem
i

Dasrah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2010-Nomot'3! Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten! Kuantan, Sin:gingi Ng'mor1.

K

-
n

16. Peraturan Daerah:Nomor !10 Ta Huri2 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dani Perkotlan (Lembaran Daerah .

Kabupaten Kuantan Tag Tahlih:: 2
1 .Nomor 10,

Tambahan Lembatan Pera
:sen fana SingingiNomor 18): :

dam
TT Ha

| ta
17. Peraturan Daerahi Mom 1 Tahun (2 13 teng g Perubahan

Atas Peraturan
Daerah |Kabupaten

'
Keanuin $

Singingi Nornor
10 Tahun 2011! tentang. Pejak , Blmi dan Bangunan
Perdesaan dan'“ Perkotkan (Lembaraii Dabitah KabupatenKuantan Singingi Tahun 2013.Nomor ij:

nn

dil

Aror

IK

n
an

K

MEMUTUSKAN: Ta

aan,

km

PERATURAN BUPATI TENTANG! SISTEM, OPERASIONAL DAN.
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI.'JAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN' PERKOTAAN KABUPATEN

KUANTAN
SINGINGI. : .g
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4

BAB I AN NN:
“. KETENTUAN UMUM

|

Pasal1

B

alam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan:
1. Pajak Bumi dan Ijangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya

disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan /atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk:| kegiatan. usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.
Burni adalah permukaan bumi yang meliputitanah dan

perairan pedalaman
serta 'aut dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bangunan adulah konstruksi tekhnik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan / atau perairan

pedalainan dan fatah.laut. Termasuk
dalam pengernuan bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam sat'i kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan' suatu

kesatuan
dengan kompieks Bangunari tersebut,

5

jalan tol:
kolam renang,

|

kt
pagar mewah:
tempat olahraga: "Gg

galangan kapal, dermaga: '''

taman mewah:

“s
am

pa
ng

menara.
tempat penampungan/kilang minyak, air daniga's, pipa minyak, dan

4. Objek Pajak yang tidak
dikenasin Pak Bt

Perkotaan adalah objek pajak yanp: Aa
a. digunakan .oleh

Pemerintah '
#

an Kn i

pemerintahan: NP 2 JbBib. digunalum scmata-mata antik tnelayasii: sepent ek Uimum di bidangibadah, sosia!, keschatan,!pendidikan da Penuaan nasional, yang
tidak dimaksudkan untukmemperoleh ke:anturigan,

|

digunakan untuk kuburan, peninggalan Surbakala, Latau yang sejenis
dengan itu, TA

TAN

d. merupakan utan lindung.ihutan suakamag wisata, taman.
nasional, tanah penggembalaan .yang di-ua 5

eh
'desa,

dan tanah
negara yang belum dibebani suani hak: Hg

ce. digunakan olch perwakilan diplomatik dan
konsiUat berdasarkan

asas :

perlakuan timbal balik: dan" Hidigunakan oleh badan atau' perwakilan ic baka internasional yangditetapkan dengan PeraturanMenteri Kevi“ngan.
5. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai" suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, da:n/ataimemiliki,.menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 3 it|

, UH i

ch
y

Perdesaan dan
$

tukiEpenvelenggaraan

£
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6. Pemungutan adalah suatu rangkaian :'kegiata: N mulai 'datilperighimpunan
data objek dan subjek pajak, penenzuan

besarnya! Pajakyang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib'pajak serta

pengawasanpefiyetorannya.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT,

adelah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bimi
dan Bangunan Perkotaan/ Perdesaar. yang terutang kepada Wajib Pajak.

8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, selanjutnya disingkat SPOP adalah surat
yang digunakan oleh wajib pajak untuk

melaporkan, data: subjek
dan objek

pajak bumi dan bangunan perkotaar. /pedesaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpa'akan da-rah.

9. Nilai Jual Objek Pajak, selanjutnya disingkat NJOP
ddatan Harga rata-rata

. yang diperoleh dari transaksi jua! beli yang terjadi secara wajar, dan
“wbilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis: atau 'nilai perolehan
baru atau NJOP pengganti.

|

“1 Aid
10. Nilzi Perolehan Objek Tidak Keha Pajak, sel:sum dihakat NPOPTKP

adalah Harga rata-rata yang” diperoleh, dari trs nsak i jual.beli yang terjadi -

secara wajar dikurangi dengan nilai jual obiek:'pajak tidak kena pajak
(ditetapkan melalui Keputiisan Bupati Kuantan Singingi, saat ini NPOPTKPKuantan Singingi adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah).

ll. Masa Pajak PBB P2 adalah jangka waktu 1 (satuj: tahuri kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Pereruran:

"Kepala Daerah, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang,

12, Swrat Tanda Terima Setoran, selanjutnya Cisingkat,Tas adalah Suatu bukti
perrbayaran yang sah dari

bank persepsipsi apaluh,ank penerimaperrbayaran PBB P-2.
'

:
' 1: i

ka

|13. Tanda Terima Sementara, selanjutnya disingkat Iris adalah Suatu buleripembayaran sementara pajak bumi dan bangu::an:petdesaan
dan perkotaan

dari kolektor menunggu datangnya bukti: pembaya: Ayang sah yakni STTS
dari Dinas Pendapatan atau tempat pembayaran PBi P-2

yang dirunjuk.I

I14. Laporan Pencrimuan Harian,
selanjutnyadiela LPH: Hdalah Laporan

Pensrimaan pembayaran pajak: bumi atnan |
Aerdesaan

dan
perkotaan. yang dibuat oleh"ENkepala Ur La

board / Koordinator
Kecamatan dari kolektor desa Abu jua pujigut |(daant aa kecamatan
yang bersangkutan. Ha : Tb "K1

: “Aa

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Bade:Aa 'me
|

puti“Jembayar pajak,
pemotong pajuk, dan pemungut pajak, yang m::mpunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan “ketentuan ca peninflang-undanganperpajakan daerah

1
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16. Kolektor Desa/Kelurahan/Juru Pungut PBB P:: ahosn
yang ditunjuk

berdasarkan usula: pemerintah desa/ Kelurah..in untuk "memungut ataupun
menagih dan hal iainnya berkaitan dengan pajak ibumi dan bangunan
perdesaan dari perkotaan di wilayah desa/kel: iraha a yang bertanggung
jawab kepad.t Bupati Kuantan Singing! meli Dinas

Pendapatan
Kabupaten Kuantan Singingi.

17. Badan adalah sekumpulan grang dan/atau ' moda) |"yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan, usaha matpun yang udak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perssroan 'komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atu badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa bun, firma, kongsi, koperasi,.dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainny, lembaga dan bentuk badan'

mulainya
termasuk kontrakinvestasi kolektif dar: bentuk usaha tetap.

18.8 Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran Pajak Bumi dan Barigunan Perkc:aan/pedesaan yang terutang
oleh wajib pajak. :

3 Ha:|

Hi
19. SISMIOP adalah Sistem Informasi dan Mangjen:en

onkex Pajak
P ,

BAB
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem Operasional Prosedur Pemungutan T ajak Buni ! dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan mencakup seluruh ra. 1gkaiah kegiatan pendaftaran
dan pendataan wajib pajak, penetapan besarnya NJOP, Tata Cara Penetapan,
Penilaian dan Perhitungan, Benruk Formulir PPT PBB P2 Prosedur
pemungutan,pcnagihan dan pembayaran. perieembalian kelebihan
pembayaran, pemberulan, pembatalan, pengu: angani keteiapan pajak dan
penghapusan atau pengurangan sanksi admin: strasi # penghapusan piutang
pajak serta pembukuan dan pemeriksaan PBB-P-2

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib'
Prosedur penetapan besaran NJOP
Prosedur penganan tanf

. Prosedur Penuaian
Perhitungan dan Penetapa

e. Bentuk Formulir SPPT PBB p-2:

. prosedur Pemungutan,
Penagihan

dan pes
Pembayaran!

&- Prosedur Pengembalian Kelesitlin Pembayatah. Prosedur Pemberulan, Pernbathlan,” Pengdrah
penghapusan atau penguranganbir sanksi

adnii:

i. Prosedur Penghupusan piutang! ajak.

dan Tempat

Dipindai dengan CamScanner
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3. prosedur Pembukuan dan Pemerikasany |

k. Prosedur Keberatan,
Pengurangan

dan Bandi.a
IL Insentif Pemungutan PBB P2,

5

(BI Semua prosedur pemungutan PBB” P2semarInfermahi Ouyek Pajak SIBMIOP) 1
IM Prosedur pendaftaran dan penddtiAn wajib"pb

ak
mendaftarkan sundir: objek pajak oleh wajib pat€ yan

bell
berupa SPT PBB P-2 dengan menggunakan SECP.1 JIN!

La
:

enkonomian dan wajah
batangan

Kuan. Singingi,duugan paling
lama satu kali dalam

uga tah INI(Prosedur Penetapan tarif pajak bumi
dan sangulin kaan, prousturpenetapan tarif pajak bumi dan :bangunan .menunik' per atu

Wsetuaikan dengan kemapuan Manyarakr Si #iayan
Katupaten

Runanan
Singingi.

@ Prosedur Penctupan, Penilaian dan Perhitungan adalah Prosedur penerbitan
SKED berupa SPT PBB P-2, kepada wajib paja-: yahg'telah Gina &bangunannya sezuui dengan NJOP melalui petugis yang ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Bupati'Kuontan Sirfingi melalu Dinas
Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. i,

(MI

Sensak
Formulir SPT PAB P2 Adalah Bentuk for

Yara
aigonakan

menentukan besarnya pajak yang terhitang. vps bari
dibayar oleh

wajib pajak,

Pi
Prancdur

Pemunguan, Penagihan Pembayaran atllah prosedur
at PO P2 ma Kol

deaariaraman Juru
Pungut dan

m . - Pa Hang
kan

Gatam SPT Atu Gbayar plus dehda,apabih
'merjtayar pelan

batas
tangga asuh" tompo Kolektor desa/iolrahe: (Juru, Damn merupakan

petugas pemungu di Desa/Kelurahan yang
Gnedipkar Pnb Burat

Keputusan Bupati Kuantan Singingi pada sesar :ahun nge:
(01Prosedur Perigembulun Kelebihan Pembayaranalalah Prosedult pengembatian

kelebihan pembayaran pajak kepada waji

Pe la

wajib paj
membayar melebihi SPT, LDmsr

W1Prosedur pemberulan,
penghapusan atau

aa SPPT, pembatalan SPPT,
Per

dan kenaikan pajak. 1
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1.

(112) Prosedur Penghapusan Piutang Pajak adalah prosedur“penghapusan piutang
'

# pajak yang sudah kadaluarsa, tidak bisa tertagih d dtaukarena. sebab lain
termasuk yang diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak,Pratama Rengat padawaktu pengalihan

PBB P2 menjadi pajak daerah. | 3AI | 5
(13) Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan adala: presedus penyelenggaraan

:

pembukuan dan pemeriksaan kepatuhan pada wajib pajak yingmelakukan
usaha dengan omzet paling. sedikit Rp. 300. 100:'boo,00 (aga ratus juta
rupiah). 0 ia 41 |

(4)Prosedur Keberatan, Pengurang an, dan ' sai adalah prosedur
penyelenggaraan pengajuan keberatan, pengura.1gan.ah banking oleh wajib
pajak kepada Buputi Kuantan Singing : se PTPDinas Pendapatan
Kabupaten Kuasitar Singingi. Tbui

Man

2

1
hiddein Ru

2

|

| is)Tata Cara Pemberian Insenuf Pemungutan 'rajak Bumi”an Bangunan
“Perdesaan dun Perkotaan adalah prosedur per:berarilinsenaf pemungutan
pajak bumi dan bangunan

perdesaan
dan

P:"kotadri ates| dasar kinerja
tertentu. i L$

Duh His: Pasal3 TN Ha Li
(I) Untuk melaksanakan sistem ibperasional can

“pibseatur! sebagaimana
dimaksud dalam Pusal 2,” sebelum SOTK Dinas. Pendapatan Kabupaten:
Kuantan Singingi yang baru terbentuk, SOTK. yang ada dimaksimalkan dan
fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kelancaran pengalihan Pajak'
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P3B P2)''Sebagai pajak daerah,
dan bidang yang dibebani tugas

pengawasan
in! adalah Bidang Pembukuandan Perimbangan Keuangan. :

(2) Sedangkan teknis pelaksanaannya"mengacu peada
|

3
OTK Dinas Pendapatan

yang ada yang disesuaikan dengan tugas pc:oki dan
Fungsinya

masing-
Kia
d

masing. Fi
NN Hp
" KN Ng: : . ..—

(G) Adapun Seksi yang dibutuhkan adalah
:

2 '

a. Seksi Pelayanan, Pendaftaran, dan Pendataan:

b. Seksi Penilaian dan Penetapan, -

c. Seksi Penagihan:
d. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifilasi:.
C. Seksi Keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Banding:

: 6. . ra "
(. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. ”—

:

—

-1 '
5

(4) Seksi Pelayanan, Pendaftaran, dan Pendataan
sebagaimana Himaksud pada

ayat (3) huruf a bertugas melakukan rangkai:n' proses pelayanan hingga
pendataan PBB-P2. ': “5 0

5) Seksi Penilaian dan Penetapan bertugas melakukan |

iproses!penilaian,
dan

perhitungan dari data yang ada dari seksi paca huruf Ia dan selanjutnya
dibuatkan ketetapannya berupa SPPT PBB P2.. : bi

Hn |

h

4

n

|



(6) Seksi penagihan bertugas melakukan penagihan kepada wajib pajak setelah
|

masa jatuh tempo berakhir begitu juga:
erhadap tunggakan tahun

sebelumnya.

4

(7) Seksi Intensifikasi dan ekstensifikasi bertugas r: elakukan pengealian potensi
objek dan subjek pajak baik kedalam maupun xeluar, objek yang ada sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. ,

(8) Seksi Keberatan, Pengurangan, Penghapusen" dan Banding bertugas
melakukan pengolahan dan menerima

keberatan, pengurangan
dan

penghapusan serta banding dari wajib pajak. ai tg
(9) Seksi Pembukuan dan Pelaporan bertugas miel-kukar pembukuan terhadap :

pembayaran PBB P2 dan pelaporan
penerimaan PBB P2 :untuk diambil2

keputusan ataupun kebijakan lainnya. Ta

aa B: :

SANA
DG:

| PEN N £S masing
MEKANISMEban PROSErDUR,| Bah |

Bagkesat|) UUPendaftaran dan
Pendi

d:

ataWa
ajibabiBipg

ipasala sih
(1) Wajib Pajak dapat memiliki SPPT PBB P-: dengan cara mengajukan

pendaftaran melalui permohonan sendiri oleh :wajib: pajak atau dikuasakan
atau pendataan melalui penelitian" kantor,penelidan lapangan, mutasi
seluruh subjek dan objek, mutasi

:
“sebagian: rabjpkilan objek:

serta surat

V
h

1
39

himbauan . Bgn dgH n

(2) Pendaftaran dan Pendataan wajib pajak menggu:said tendblaran SPOP (Surat .

Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lan:piran':Surat Pemberitahuan
Objek Pajak) baik perorangan maupun kolektif y-angditujukan! kepada Bupati
Kuantan Singingi melalui Dinas Pendapatan Kab:upaten, Kuantan Singingi.

(3) Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan wajib pajak untuk mendapatkan SPPT
PBB P-2 adalah sebagaimana tercantum dalami

Jampiran
| yang tdak

terpisahkan dari Peraruran Bupatiini. , ,

Bpe dlk si
Bagian Kedua 0.

1
.

i

n

PenetapanBesaran NJOP 'Pa)
Pasal 5

|

() Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah sebagai dasar (pengenaan PBB P-2.
Penetapan Besarnya NJOP ini “dilakukan mela!ui 'Siirat Keputusan Bupati
Kuantan Singingi yang ditetapkan melalu' mekanisme. tertentu dan '

ditetapkan setiap 3 (uga) tahun kecuali untuk objek pajak" tertentu dapat
ditetupkan setiap tahun sesuai

dengan
perkembangan

wilayah Kabupaten.Kuantan Singingi. |

Ni Fa
(2) Tata Cara Penetapan NJOP ini adalah seba:zai mina tercantum dalam

lampiran II yang tidak terpisahkan dari
Peratura:: Bupatiini.



“
4

Bagian Ketiga 1" '

PenetapanTarif PBB P-2 |” pk
- Pasal '6

JA

TAN
“Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling anggi sesebesar

0,346

,

(nol

ter
untuk NJOP dibawah Rp. 1 000.000.000,-

-

(saru milyar rip!iah): :

: untuk NJOP diaz -as Rp.1.000.000.000,- (saru
milyar rup:ah)' F sampai
Rp.10.000.000.2900,-Keran milyar rupiah):
: untuk NJOP diatas!Rp. 10:000.000.000, -.

P

(sepuluh milya: rupiah:
!

. koma tiga persen) dengan ketentuan sebagai berikut :
a0,1 Yo (nol koma satu persen):

It

b. 0,2 Yo (nol koma dua »ersen)

dengan

c. 0,3 Yo (nol koma tiga persen)
Nan

Bagian Keempat ah1.
Penilaian, Perhitungan dan Penet: :pan::PBB P-.2.

|

:Pasal7,” . 2
(l) Penetapan P3B P-2 terutang

dilakukan oleh
Dinas

Kuantan Singingi setelah melakukan: penelir:ah:diajukan oleh wajib pajak atau
pehdatadn lape:igariKabupaten Kuantan.Singngi. ug aa . p

Hii
(2) Penilaian dan Perhitungan PBB P2

Berpetomah
-sadKiaisebagai dasar pengenaan PBB P2.

ig
|Hampa Kabupatenn
1
Ikerhadap |

| berkas yang.

leh Dinas Pendapatan:
Pp

Ai 1g
1

hat |

Ddat
Objek Pajak

PAN an
(3) Pemungutan PBB P-? dilakukanmila kolekto:Deta/Kelurahan atau Juru

Pungut yang ditunjuk melalui Surat.KeputusanBupati
(4) Tata cara Penilaian, Perhitungan. danPenetapap' PBB:P

P

tercantum dalam lampiran III
yang tidakterpisahkan

5Kh
. Tn F3

Di

. 5 Pa4. 1. | 3tahi . .
Hm AN oo Ra

ini, “ 1

B 2
Kei ,

Bentuk Formulir SPPT PBB P-2 :

Pasal 8

(1) Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (selanj::tny

Pendapatan Kabupaten Kuaritan: Singingi
untux m

terhutang kepada wajib pajak pada tahun tertenti.

surat yang digunakan olch Bupati Kuantan Sinkingi melalui

uantan Singingi.

'adatah sebagaimana:
1

Peraturan Bupati

1
agian Kelima

a disebut SPPT) adalah.
Diras

emberitahlkan PBB P-2



ANN 2 1

(2) SPPT diberikan kepada wajib pajak. yang sudah elisahun dalam data base
perpajakan secara kolektif pada awal tahun pajak yang bersangkutan melaluj'
koordinator kecamatan dan kolektor desa/kelurahan/Juru

"
Pungu:

bersamaan dengan rekapitulasi wajib pajak dan targetnya yang dihimpun
daam Daftar Himpunan Pokok

Ketetapan dan
Permbayaran

(DHKP) danrencana penerimaan.

(3) SPPT untuk permohonan dan pendaftaran data haru diberikan sesuai dengan
prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan.

'

(4) SPPT PBB P-2 dimaksud pada ayat (1) menggunakan:formulir
kertas.

1

8 Formulir SPPT tersebut berisi informasi sebagai
terikut

a.Halaman Depan h
1. Nomor seri formulir:

“0, Nama Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantai Singingi:
3. Informasi SPPT hukan

merupakan
bukti kep::milikan hak:

4, Kode akun: ,

5. Tahun pajak dan jenis sektor PBB (dalam ha! ini Selktor P-2):
|

6. Nomor Objek Pajak (NOPJ: DA
7. Letak Objek Pajak:

|

Kena La
8. Nama dan Alamat Wajib Pajak:

| i
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): oo

da
$, |

10. Luas Bumi dan / atau Bangunan: uh
11. Kelas Bumi dan /atau Bangunan,
12. Nilai Jual Objek Pajak perm2:bumi dan fatah, ahg

13. Total NJOP Bumi dan atau bangunan, -'. n: : 6

|
“.

14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2: 1 “al TB
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak(ruo

!

16.NJOP untuk perhitungan
PaB

P2,
: ai

17.Nilai Jual Kena Pajak
(NJKP):.

: t " Im
18.PBB yang terhutang: an : : |:

on SA
“9.PBB yang harus dibayar,

kg

di
4

Kk

gunan

1:

|
20.Tanggal Jaruh tempo,

4

21.Tempat Pembayaran.

b.Halaman Selakang
'

'

1.Nama Petugas penyampai SPPT, ' Kn

2. fanggal Penyampaian,

|



3,Tanda Tangan Petugas: 2
| Lg
i4.Informasi lainnyi.

.
Pa

ai

Pa
r

Pe
rt
en

aa

pe
sa
na

n
Be

a
H
ai
n

-

5
(6) Apabila padu awal tahun pajak yang bersangkutan, '“formulir! SPPT PBB P2

belum selesai dicetak atau sedang kosong, untuk memaksimalkan pelayanan .

kepada wajib pajak dapat dilakukan dengan menggunakan formulir pajak dan
retribusi sebagaimana biasanya dan setelah fcrmulir dicetak atau tersedia
dapat diulang cetak kembali menurut

persetujuan, dari Kepala Dinas
Pendapatan. , Tn

| 8 FN

(7) Bentuk formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat
Tanda Terima Setoran (STTS) PBB P2 adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang tidak terpisahkandari Peraturan Bupat iini:

ba 3
3

Bagian Keenam

Pemungutan, Penagihan dan Tempat Pemb3yaran
PBB P-2

Pasal 9 " . Ha “
(1) Pemungutan PBB P-2 dilakukan melalu: kolektor ats ketutihari

atau Juru
Pungut yang ditetapkan melalui Surat Kepurisan Bupati Kiantan Singingi
dengan masa berlaku satu tahun dan setelahnya dapat:'ditetapkan kembali.

(2) Penagihan PBB P-2 dilakukan melalui kolektor desa/ kelurahan atau Juru
Pungu: yang dikoordinir oleh Koordinator kecamatan (atau Kepaa UPTD
/nama lain yang ditetapkan kemudian) dalam “wilayah. masing-masing
kecamatan dan berkoordinasi dengan Seksi

Pehaginan
pada Dinas

Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
(3) Penagihan dilakukan Seksi Penagihan untuk denagi biBB P.2 terutang yang.

belum dibayar oleh Wajib Pajak. setelah masa Jaruh€mpoIhabis maupun
terhadap piutang atau tunggakan tahun sebelumnya Yy

: 1: belutn kadaluarsa"

(4) Penagihan sebagaimuna dimaksud pada ayat (3) dilikl akan! "sesuai dengan
jumlah yang tertera pada Surat Pemberizahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB p-
2 dan denda 2Yp per bulan sesuaidengan ketentuanYing ditetapkan apabila

|

sudaji lewat masa jatuh tempo. AA
AS) SPPT PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada

|ayat!
|idapat,diikuti dengan@Surat Teguran dan/himbauan 'ithu :

Surat
.

SaiBa“di erlukan..untuk.
nominal tertentu yang wajar. 3 Hi 2 1Ani to|:

APb .

1. Aa Lp Eki

(6) Tempat Pembayaran PBB P-2. ada terripat Mas NAN terhildap bank atau
tempat lainnya yang ditunjuk oleh'Bupati KudaSi Bing AKdapun Tempat
Pembayaran yang dirunjuk

adalah:
i Kan

|

aa|
: |

K2) aa!
" ra

- , KI:
-

1. Bank Riau dan Kepri Cabang Fdlok Kuantan TAN
Na

4

'
“

An. Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan
S:ingin

Ka |

Ac. 114.02.00161
Ki Kan

ai4

43 :Ao

1

Nan3| ni
ut
v4 '

k

Uu

1

h:

in

a

a
u

if

31
ah

B

bn
gg
a
Si

pi
al
a
3



3. KI tu 1bobFa SEApan
1 |

AN On:AN
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang:Teluk Kuantan.NG
Ar. Kas Umum Dacrah

Kabupaten Kuantan

Yan
1 Ri

Ac. 0668.01.000141.30.5 pa Po2 Sh
Ia

|

ntu1 Na '.ai :

in
2

3. Bank Negara Indonesia Cabang' Teluk Kuantah3j Pa gp

An. Kas Umum Daerah
Kabupaten

Kuantan S:ne”!Th
Ac. 272.0022.012

1

,

i :

Me.

4. Bendahara Penerimaan Dinas
PendapatanKabupaten Kusiitan Singingi

«. Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singinbi
"

Kompleks Perkantoran Pemda Kuantar. Singingi Teluk Kuantan

(7) Apabila wajib pajak ataupun kolektor desa/kelurahan atau juru pungut
melakukan penyetoran terhadap SPPT PBB P2 ke rekening yang ditunjuk,
maka mereka berkewajiban untuk menyampaikan” rekapitulasi
pembayarannya ke Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan "Singingi disertai
dengan bukti setor dari bank agar dapat dikeluarkan Surat, Tanda Terima..
Setoran (STTS) PBB P2 dan pembayaran tersebut dapat: dibukukan

dan
" dicatat oleh Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuahgan.:

n.

(8) Tata cara pemungutan, penagihan dan pembayaran PBB P-2 boleh Wajib Pajak
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V

yang:
tidak'terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini. !
| 3

Bagian Ketujuh
'

1
Peagembalian Kelebihan Pembayaras

Pasal 10
(1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB p.2'ig:aj

disampaikan kepada Bupati Kuantan Singing: melal
Kabupaten Kuantan Singingi. '

Lasajib Pajak dan

as "Pendapatan
LEHr“ Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB P-: sebagal ana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:yang berlaku:
ce

(3) Tata cara
Pengembalian Kelebihan.

Pembajara(asa
sebagaimana

dari Peraruran Bupati

a“ ,
".

tercantum dalam lampiran VI yang tida

|



7

Bagian kedelapan ,« |"Ha
Pembetulan, Pembatalan,

Pengurangan:Ketktapi
Pajdie dan' Penghapusan atau

Pengurangan Sahkksi
«agiitaraa

an

. Hn
ad : fani
Pasal1

(1) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan iPajak dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administrasi diajukan: oleh Wajib Pajak can
disampaikan kepada Bupati Kuantan

Singing: melalui Dinas Pendapatan
Kabupaten Kuantan Singingi.' - : Ta: pia 0!

|

(2) Pembetrwlan, Pembatalan, Penguraiigan Ketetapdn !"Pdjak din Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administrasi sebagai:fana |SirnaksuB

pada ayat Il)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang“ber!aku. »ti1 Ah

8)Tata cara Pembetulan, Pembatalan, Pengufangan |keretipkn Pajak dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi: Sebagaimana dimaksud
pada ayat (!) adalah sebagaimana tercantum dalam iaipiran VII yang

tidak
t 3 Dar,

terpisahkan dari Peraturan
Bupati'-iini.

TN. (tb ai

PA TN

25 GP ah

Penghapusah Pintang PBB
P-21 |

an

Pasal 12
“ oi

n
a

nn

| if

d

yo) Penghapusan Piutang PBB P-2 diajukan oeh Wajib Pajakdan disampaikan
kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Dinas : Pendapatan Kabupaten
Kuantan Singingi. |

H.
(2) Penghapusan Piuwng PBB P-2: sebagaimana dimaksud! pada ayat ..1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Li 1 Ka
(3) Tata cara Penghapusan Piutang PBB P-2 sebagai mana!'Kimaksiid pada ayat:l)

adalah sebagaiman:: tercantum dalam lampirar. MLyang tidak terpisahkan
.

dari Peraturan Bupau ini.

BAB IV
PEMBUKUAN DAN

PERCERIKSAAN!
Pasal 13

. i
(1) Pembukuan PBB P-2 dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan

Singingi dan dilaporkan kepada Bupati KuantanSingingi.
:

(2) Pemeriksaan PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada.ayat1 dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ,

AG.

(3) Tata cara Pembukuan dan Pemeriksaan PBB P-2
senatlimana'

dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagaimana tercantum

dalam latipiran
IX yang tidak

|

terpisahkan dari Peraturan Bupatiini. ! gLa R3

Ss

n



BAB V an
KEBERATAN, PENGURANGAN DAN BANDINGPasal14 Lag

() Pengajuan Keberatan atas pajak bumi dar banglnan perdesaan dan

perkotaan dapat ditujukan kepada Bipati Kuantan Singingi..
(2) Pengaiuan Pengurangan atas besaran pajak bumi dar

barigunan
perdesaan

dan perkotaan ditujukan kepada Bupasi Kuantan Singingi.
(3) Pengajuan Banding atas pengajuan keberatan -tau pengurangan yang udak

dapat diterirra oleh wajib pajak diajukan kepada Perigadilan Pajak .

(4) Tata Cara Pengajuan Keberatan, Pergurangan Ketetapan “Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Banding ' PBB P2 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang . tdak.(terpisahkan

dari
Peraturan Bupatiini. aa 4 hi

" BAB VI 5Aa
INSENTIF PEMUNGUTAN P3BP233 1

|

"

Pasal 15
TS Th i 5 RI

!
. Irt Mi

PN

Han Pa
(1) Pemberian :nsenu! pemungutan :PBB P2 dibe

ikan”atas dasar.
pencapaian

kinerja tertentu. |

k

1

"3 :Pa :

5
(2 Tata Cara Pemberian insentif pemungutan PBB 'AN sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XI yang.tidak terpisahkanidari"Peraturan Bupati
ini,

| t PN

NN po
|Bh Bt:

! ha di , : |

5

BAB Vin
IN

EN 2
PELAKSANAAN -

"| 2 aa
Pasal 16 | Naa 11

(1) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah SKPD yang dirunjuk
untuk melakukan Pelaksanaan Peraturan Bupat ini: Em

38:
:

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud 'pada ayat tr mencakup perencanaan, ..
pengorganisasian, pengawasan” can pelaporani' Sertatipenyempurnaan
lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuari Iperundang-undangan,melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan. teknis serta memberikan
asistensi untuk kelancaran penerapan,Peraturan Bupati

ini.

n

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupagj ini dapat diatur melalui
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku! T :

P3

N



4

1

La
BAB VIIIB

- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupatiini mulai berlaku sejak tanggal Oz Januari

2

2013.

Agar setiap orany mengetahuinya, memerintahkan. pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah:Kabupaten KuantanSingingi.

“GX leigo ria

Pembina Utama Muda
NIP. 19610802 199003 1 001

t

5:15

Ditetapkar: aiHemk Kuantan
pada tanggul z6, 2013

ANTAN SINGINGI,
4w

Lg ..

ta

2013 : ak25ea
Diundangkan di Teluk xuantan' 51

pada tanggal x

S DAERAH
UPAT KUANTAN SINGINGI

i 4 Ta Si 2.#up 2) 1

"Aa ni " ai Ah
AG13 NN ESAI Lu

“.

203Ng
ng |ai Haa

3 Buni .
- k R3

“

. 26
18 2 1512. ia SN ag Naa

Hi

E. MM
1 4

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013 NOMOR



'

“ “
t' .

.. "gs Ai
3 . Ah a.
po bo 7. aa 5“ Pa Na

NaN: 3
—.n ph

K1
4

BAB VIII bi
- KETENTUAN PENUTUP

'
Pasal 17

.

« .'
'

Peraturan Bupati ini mulai berlaku
sejak tanggal

c2 Januari 2013.
Agar setiap orang mingetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

pada
A sanganLAN

Feonari 2013t
“— )tg, PPA DANTAN SINGINGI,TI

1(1 ye

NA
—

Diundangkan di Teluk Kuantar

|
pada

ranggal
16 Penari 2013

TARIS DAERAH 4

ANTAN SINGINGI

|

FR S MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19510802 199003 1 001 "

BERITA DAERAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013 NOMOR 26

.

' Ia ' 1ec!
|
po ' .1 :"hi Yo5 an -

! 4 h 1
PEHT

Hina

LN

TI
ANA " : na

4 1 |. | . h
aa i &:

Hara | . . 2 NNtu |

' : . v
, 3— : : k:
|

#1
" “ KAA ..
F3

. ' ...
!

: Ta
Lai
Maa

aa .
|

ha .
-

'

4 t

Pi
A

k ha.. “.
. Lp

, td
PN »1

Is “1 ,
- |:



bi

1

Lampiran | : Peraturan Bupati Kuantah SingingiNomor '

4 Saga
2013

Tanggal Fee ruari 2013

"PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
'

:

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.PERDESAAN DAN:PERKOTAAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Nomor 28 Tahun. 2009 Pasa! 83 ayat 1, Peraturan
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor.
186/PMK.07/2010, Nomor: 53 Tahun 2010 : tentang Tahapan
Persiapan Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Pajak Daerah, maka.
Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawabmenyiapkan

'

sarana Can prasarana, SUuktur organisasi dan.tata kerja, sumber.
daya manusiz,

Peraturan Daerah, beraturan" Kepala baerah, dan

standar prosedur operasi, Kerja sama dengan
pihak: terkait

antara
lain Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan,

f

Kantor Lelang dan Pembukaan
Rekening PBB,

P-2.'pada bank yang
sehat. . 5.

An

:
:

Untuk itu. Dinas Pendapatan KabupatenKaahias Singing
mencoba merumuskan Standar Operasional Prosedur 'Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan
|“Irss:::P2) yang. «.

merupakan proses pendaftaran" dan. :Bendajaan bumi dan

r
n

bangunan sebagai
subjek, maupun Paak bumi dan7m

B "tuhta ,

Dalam pendaftaran dan
Pendataan"Subjek:ngak PBB p. 2 ini,

dibagi dalam beberapa jenis pendaftarar) dan-p#nddtaan subjek
deh. ipajak vai'u : Ki NAN apl 38

BN
Ha

Na
:

“€

bangunan perdesaan dan
pefkotaan.

1. Pendaftaran dan
pendataan dengan pei buas kantor:, PN TK2. Pendaftaran dan
pefidataan derigah gemilapangan,Ti3. Pendaftaran

dan:pendataan dengan!):m ts seluruh

Ki

subjek dan objek: $1 |. INN "es ri iaBa Gata: be .

4. Pendultaran dan: pendataan riak rutaSi,'
sebagian1.tm

subsuk dan objek: ': 3 5
, Pendaftaran dan pendataan dengan surat himbauan.5

Kk



B. PIHAK TERKAIT dh
1. Wajib Pajak

Wayih Pajak Bumi dan 'Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB P2) adalah orang pribadi atau Badanyang secara nya:za

mempuny.u suatu hak: atas Bum dan/atau: memperoleh
manluat utas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,

dan/atau
mempervich manfaat atasBangunan,ba

Ug Ka Pa

Ha

2. Dinas Pendapatan :!''

'

Merupakun pihak yang”mempunyai c:Groritas:Taatam pengelolaan
keuangan daerah, vang secara organisassi bernama Dinas

Pendapatan Kabupaten “Kuantan. S:nging!:
:

Dalam prosedur
-

pendaftaran dan pendataan ini, Dinas
Pendapatan

Kabupaten
Kuantan Singingi .melakukan

pendaftarari
dan. pendataan

terhadap subjek pajak PBB P-2 adalah dngan rhenggunakan
SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dani Lampirannya.
SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta

d:tandatangani dan disampaikan kepada Bupau Kuantan
Singingi melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan

Singingi. pa On tr
|

|

Jelas berarti ditulis dengan tulisan yang dar dibaca sehingga .

perugas dak keliru memasukkan
:

data 'ke!
'
dalati:| computer, “|

benar berarti data diisi sesuai dengan Kaka, lengkap berarti
keseluruhan data-data tersebut harus diisi dan ditendatangani
oleh wajib pajak atau yang

dikuasakan.
:

Ya La. uh

C. LANGKAH-LANGKAH
TEKNIS,

NN

in
"

La 1 : !
ha

1

1. Wajib Pajak selaku.orang pribadi atau Ba
: RnTI nyata

mempunyai suatu
hak!

a

atas
Bumi. :ahKh nemperoleh

,

fi:
v..

:

manfaat atas Bumi, dan/atah merit"agNgudi, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan. "menyiapkan dokumen

|

Li h

Lita
1

|

pendukung terkait hak''atas bumi dan "atau memperoleh
munfuat aras bumi,

dan
atau memiliki: menguasai, dan/atau

memperoich manfaat
atas bangunan, Dokumen

ini. dapat:
berupa dokumen

seperti, | Kartu marah. belaudur, Serufikat :
Hak Milik atau Surat “yuaBeli, surat perjaijian! Surat hibah1

F

j
31

n

Ccn



pan Lat
:

jan
surat waris, dan surat keterangan lain-

lain jang pdh dasarnya
menyatakan adanya hak atas Bumi H afarau,'memperoleh.
manfaut utas Bumi, dan/atau memiliki,menguasai,

i

dan/ataud

memperoleh manfaat atas Rang: nan. Ken
Wash Pajur kemudian mengajukan permohonan ,pendaftaran
dan mengisi SPOP pada Seksi

Pelayanan, "Pendaftaran
dan

Pendataan PBB P-2. ' og5Ki TN
3 Li at Lg, Hahi

..
SPOP kemudian diisi

dengan jelas, behar dan!ikitlab Ikemudian
ditanda:angani oleh wajib

Pajak.
Tg

| 4, 3.
Haa
p,

SPOP tersebut terdiri dari 3 (tiza) lembar perincian sebagai
berikut:
# Lembar |: NI Nang

Ef.
Berisi data informasi:tambahan untuk data baru,data letak
objek pajak dan data Subjek pajak dan data tanah:23

"
|

» Lembar2: IN

BNN
NN

ang

Berisi data bangunah, pernyataan subjek pajak dan
identitas pendata/ pejabat yang berwenang serta sket/denah
lokasi objek pajak

- lembar

/

Lampiran SPOP yang berisi jenis wansaksi, . Jenis
penggunaan bangunan, luas dil

|

Formulir SPOP disediakan
(dan dapat diperoleh dengan cuma-

cuma di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantany Singingi.
.. Apabila pendaftaran dilakukan secara kolektif,:maka SPOP diisi

adalah SPOP Kolektif beserta Lampiran SPOP Kolektifnya yang
ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah ,'" dengan surat

pengantiu
'

F
Pada. Seksi pelayanan, pendaftaran dan pendataan

PBB P-2,
apabila telah: ditandatangani cleh wajib pajak atau kepala
“desa/kelurahan secara,

: kolektif, maka Hiberikan
bukti

penerimaan SPOP, SPOP kemudian diproses
selambat-

lambatnya
30 (uga pu:uh) hari"sejak diterimanya .spOp, oleh Seksi
Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan PBB P-2Ds |

Selanjutnya SPOP diberikan kepada Seksi Penilaian, Perhitungandan Penctapan PBB P2.
|

pi

lai
Ha |

5.

p
hI I

6.

7.

Pendataan objek dan su jek PBB. |seba nana dimaksud
La

|dilakukan oleh Dinas Penciapatan Kabupatei Kuantan Singingi

8.

shop." &dengan menuangkan hasilnya dalam lampi
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9. Pendataan objek dan subjek PBB dilakutan dengan cara
a. Penyampa:an dan pemantauan pengeribalian SPOP:

|

b. Idenufikasi Objek Pajak:
0g

c. Venfikasi Data Objek Pajak:
d. Pengukuran Bidang Objek Pajak:

|

Demikiar Prosedur Pendaftaran dar. Pend: taan Pajak Bumi dan Kk

Bangunan Ferce:aan dan Perkotaan :PBB F-2) Kabupaten
kuantan

Singingi int ik (pat dipedomani
tebagaigmana yne'nettinya.AON:-N

N

ITAN SINGINGI

1N Of
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No. FermaliPEMERINTAHFABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1DAS P3 NDAPATAN : mja L | LL
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK angPetugas 4 daguan yang diarsir).

' Bentaraa
a slang pad

kddam yang sesuai

:NAS PENDAPATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI:
|

| NN E
JENIS TRANSAKSI In 1 Serer.Jman Data mi 2, Pemutakhiran Data DO 3.

Penghapusan
Data

|

EL /DES c
" NOLRUT0 ne eh A0

|

era CI OI CL CL KA FEE A

10 SPPT LAMA ') Ha |

AMA JALAN Ko BLOKKAV / NOMOR

IANNNN KANAN NEAEE

IL ELURAHAN 1 DESA . S/RW. 10.RT

DATA : JATI.

- STATUS Lj | Pemula IN 2. penyewa CJ: Pengelola

|

LJ «ipemakai L) 5.
Sengketa

CP ASAL UI JUL LI Uut

0

: EKERJAAN CJ PS DJ ABRI") CJ: Pensiunan") (Vj s-»a0an 0 5 Lainnya

INAMA SUBJEK PAJAK L LINPUP
|

"SAMA JALAN 1-83 BLOK IKAN MOTOR
- I

—
' 35 |

. "

r

HELURAHAN 1 DESA ILRW AS RT.
Pi | :
.

Vu
,

J
V

.1BYPATEN I KOTAMAS -A - - 35E POS , HN 1
to r H 5 K3

: SARI dag.
:

' ! : R'
NOMOR KTP Nang .' 1

ls aa
| Psp un ba

y ,

Beta (3 TOMANUA TAMAN.IUAS TANAH 4 LAS LL)
M3) ng .0 D5 0 TOT
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,
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1: JENIS TANAH | Tangn 2. Kavling 3.Tanan!!
|.

4 Fasiitas
Bangusan Siap Bangun" “aseng . Umum

.
5 h

-

: ji KNJutan ") yang penghasilannya serista mata berasal dar: gay atau
uang pensiunar. . |

'

:
. tg . 0.

,
. 3 ,

E.OATABANGUNAN "-. F5

F. PERNYATAANSUBJEKPAJAK:
1g telan saya berikan dalam formulir in termasuk lampirannya adalah benar: jelas

an lengkap menurut keigaa” yan: sebenarnya, sesuai dengan Fasal 9 aya: (2) Undang-undang No 12 Tahun 1985.

26. NAMA SUBJEK PALAK
|.

21, TANGGAL 28. TANDA TANGAN
KUASANYA po

Aa

$ JUMLAH BANGUNA"

iya menyatakan bahwa

“tam hal berondak selaku kuasa, Sural Kuasa harap dilampirkan 0
di Hlam hal Subyek Pajak mendaftarkan sencin Objek Pajak, supaya menggambarxan SkevDer.an Lokas: Cox Pajat

“klas waktu pengembalian SPOP 30 (vga puluh) han sejak ditenma oleh Subjek Pajak sesuai Pasal $ ayat (21 UU NO. 12 Tahun 1985

1 GIIDENTITASPENDATA/PENJABATYANG BERWENANG -.

PETUGAS PENC-ATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

8: TANGGAL (TGUBLN:TH!: ! "1 / 33 TANGGAL ITSUBLNTHN) / /
5 TANDA TANGAN 36 TANDA TANGAN
Y NAMA JELAS

| 35. NAMA JELAS
EMP NN

TT

jsm

'
SKETIDENAH LOKASI OBJEK PAJAK :

"el.

, ' t
' ,
.

"1
.n

|

|

La
i Pi kaan. ut. d aa

“1
|

KIA
1 TAG:

LN

g



i.. Conten Pengambaran

(TERANGAN |
. ai:

. Gambarkan sket/cenan tokas 90jee 2gjak
. is ke

Itanga skala) yang dihubungnJan Cergan jalan raya/ Mn e
1

jalan protocol, talan lingkurga- sar. .3 n-lain, yang , m
mudah diketahui oleh umuin K Je | Karno Ah

. Sebutkan batas-batas pemilih.in seci JN utara , LA
NB DANA Saidi

selatan, bmur gan barat
b

Mo

Buman

No. F smu, 13 .

BMPIRAN SURAT PEMEEERITAHUAN OBJEK PAJAK :
NN un Ti LIL | | | | | I | |

La 5
" JENIS TRANSAKSI Mi

|

1 “rekaman Data L 2. Pemutakh:an Oia - $LJ 3. Penghapusan Data

5"4 Fertaran Indoagyal

KEC BLOK” sOURUT KODETran | | | |: “OP

— L !

7, TTKa O.,angan nang"
JA.RINGIANDATA BANGUNAN1.

3 NISPENGGUNAAN 5
" Permahan , )j 2 Perkantc-an Swasta UJ 3. Pabnk

ANGUNAN “ $ Tis MApot:kPasar/Ruko Ng s Rumah SzkriKiiri
| "J 6 Olanraga/Rekreasi

#1 1 Re Asma U 2 Bengkel Pa
Ng 9 Gedung Pemerintah

P6 tandan O 11. Bng Ticak Kena Pajax U 12. Bangunan Parkir

LJ 13. Apartemen . CJ 14. Pompa Bensin Uj 15. Tangki Minyak

(j 16. Gedung Sekolah "
$

HHN DIBANGUN CIIEJ
! "AN OIRENOVASI LL 10 DAYA L:STRIK

:

PTT III IT
TERSASANGWATT)

“KONDISI PADA (J1 Sanga: (“J2 62 DO. Sedang “Dj: Jelek FaGaN

UMUMNYA Sain
: KONSTRUKSI L' 3aja Dj: Betcn CJ»: Baty Basa Dayu
ATAP LI Decraven/ (J2 Gtg Betan/ U 3. Gtg Biasa/ Dias Js Seng

-
Beton, Aluminium Sirzp
Sg 5

Dm 3ZUur

“ DINDING Li kaca: CJ 2. Beton L 3 Bau Bata O:&:
Kara

DOD: Seng U 6. Tidak
Merr Contte« ada

: dinding
ea u. mayan . IT z $ Ym £

Il
LANTAI O Aarrr: L) 2. Keramik O erasc La n Semen

2. Tnplek/ ' Pagan
|

ANGIT-LANGIT lh Akusta: Jati L) Asbes/ D 1. Ticak Aze "

co

n

UAS BANGUNAN 7. JUMLAH LANTAI

u
0

Oo

Bambu

JUMLAH AC sa Winoow AC Sengai tox Aca



1 LUAS KOLAM 20. LUAS
PERKERASAN HALAMAN (M2)RENANG (M2) (oren (J2. Oengan "(TT Rong IT JeraPelapis

| Li AN Sedang"LI Dengan
YUUp i- —

n
“

KN S1 ,
:

n Lantai
:

JUMLAH DGNLAMPU TNPLAMPU 22 JUMLAH MET 0 "3 Il 3 jumuAH TANGGALAPANGAN TENIS LI Beton LL Lu Penum dng
L. BERJALAN

LI asa (TJ) - CL ressu - 3 | Lbr:080M (TJ)
| |

: Tanah Liat/| LD) serang: | ia : Lor» 0.80 M Lu

LCc

Rumput poto
"PANJANG PAGAR”) (TT 7 TI 25. PEMADAM Ci Hyaram C2. Aga CJ 3.Tok ada
M) 1, | KEBAKARAN|Pn 2 Ada (CJ) 3.Tok
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Lampiran II: Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor & Tahun.2013
Tanggal 2.6 Fewuari Zo13

PROSEDUR PENETAPAN BESARAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

A. GAMBARAN UMUM

Dasar pengenaan PBB P-2 adalah NJOP.. NJOP ditetapkan
setiap 3 itiga) tahun

kecuali untuk objek pajak
tertentu dapat

N

ditetapkan scliap tahun sesuai dengan kondisi perekonomian dan
wilayah kabupaten Kuantan Singingi..

la
2

NJUP adalah harga rata--rata yang
dipdrolen dari wansaksi

jual bcli yang terjadi secara wajar dan:
bilamana tidak terdapat jual

beli, NJOP? ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek

.
lain yang sesuai atau. nilai

perolehan baru ati,nilai pada objek
pajak per. gwinu. .. : : ai

Adu Uge buah
pendekatan. penilesan Waka menentukan

besarriya NJOP,yaitu: 5 HN ii
|. Pendekatan

Data'
'

Pasarimarket 3 data approach)
merupakan cara menentukan nilai suatu objek properti
Gengan jalan membandingkan objek:'yarig dinilai dengan
cbjck lain yang sejenis yang telah

diketahui nilai jualnya
utau rJisebut juga pendekatan

perbandirigan harga (sales
uproach), . :

2. Pendekatan Biayafcost approach). merupakan cara
tnenentukan nilai suatu objek alau properti dengan jalan
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh objek tersebut kemudian dikurangi dengan

I:
penyusutan, : HN

PN,

3. Fencickatan Pendapatan (Cost approachj merupakan cara
racnentukannilai suatu objek atau properti dengari jalan

mengkapitalisasi pendapatan bersih dari objek tersebut
Ceny:n SUAtU tingkat kapitalisasi tertentu

atau disebut

1

jAgu engan pendapatan kapitalisasi,"
Kh



Aa

B. PIHAK TERKAIT " s1
|

$T
1. Dinas Pendapatan

Merujike:" pihak yang mempunyai ot.ritas Galem pengelolaan
keuansur: daerah, yang secara orgunisasi bernama Dinas
Perdapati: Kabupaten Kuantan Sir.gingi. Dalam prosedur.
perctupa:: NJOP ini, Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan
Singir: :rciakukan kerja sama dergan pihak-pihak terkait
Un:uk 1: nentukan besarnya NJOP menurut kondisi

persaenn an dan wilayah masing-masing Untuk kemudian
diusu'kar: kepada Bupati Kuan:an

Singingi Untuk ditetapkan
enjadi Peraturan Bupati Kuantan “Singingi: Pihak terkait

dalam penyusunan NJOP tersebut .ditetapkan
melalui Surat

Keputisan Bupati Kuantan Singingi.

k

m

1

2. Pihak Terkait Lainnya
am

ar
SA

M
LA

na
n

KA

Adapun nihak terkait adalah : Asisien 5, 'Kepala Bappeda,
Kabag Pelivanan Pertanahan: Setda, KanibrilPelayanan Pajak
Prataii Pungat, Kepala, Bada:: Pertanahan"Nasionai, Dinas
Kehtitina:. Dinas Perkebunan,Dinas Energi dar Sumber Daya
Minere. Doras Tanaman Pangan, Kabag) Hukum Organisasi
dai: Tit: Laksana, Dinas Pe: .dazatun

Kabupatteri:
Kuantan

Sings Camat se- Kabupatw:'8 Kuantan:
Singingi,

, LANGKAH-LANGKAH TEKNIS | 3

1

1. Bupati Xuentan Singingi melalui Dinas Peridagatan Kabupaten
Kuantar. Singgingi menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kuantan
Singingi tentang Tim Penyusun Klasifikasi dan dan Penetapan
Nilai Jual Objek Pajak bumi dan bangiinan sebagai dasar
penger.aumn pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuantan
Singingi .

'

2. Tim penyusun tersebut diatas bekerja dengan para kepala desa
melalui Cumat se-kabupaten Kuantan Singingi untuk
mengusulkan dan menetapkan Nilai Jual Objek Pajak di

wilayahnya masinji-tnasing dengan mengisi formulir yang telah
disediakan Dinas Fendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. A



|

Hasil daa usulan dan penetapan kecamatan tersebut dibuatkan

Laporan ur'uk divenfikasi ole» um penyusunan. untuk

selanjut:ya direkapirulasi dan dibua:kan "usulan rencana

Peratura" Bubsatinya.

Selanjutnya usulan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai

Jual Ob:ek Pajak sebagai dasar pergenaan Pajak Bumi dan

Banguni:n Perdesaan dan Perkotaan (PB3 P2) untuk Kabupaten

“Kuantan Sirsing diajukan kesada Bupati Kuantan Singingi

melalui Bagan Hukum Sekretariat Daerah.
|

5, Setelih nu:dapatkan persetujuan dan Peraturan Bupati

Kuantan Sinwingi tersebut siap di laksanakan sebagai dasar

peneruwenaar PBB P2 .

6. Nilai Jus! Ub:ck Pajak yang ditetapkan tersebut berlaku untuk

jangka Wakis: 3 (Uga) tahun, dan setelahnya ditetapkan kembali.

n

1

Contoh : formulir yarig digunakan untuk mengusulkan NJOP. oleh
p.

Kepala Desa/ Kelurahan
: |

1

. ,
B3

. ,
0S Ig ipTa

Na Sa:
1 Si

. , "

|

PT
| Bri
.

1
PA 2 .

La 1
Tn . Ta

P3 dip ,

ke
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“ “id La

t



DAFTAR HARGA JUAL BUMI / TANAH RATA-RATA
TAHUN 2013

DESA/ KELURAHAN
KEAMATAN
KABUFATEN |

to 4 Harga Jual Tanah/m2 (rupiah)

K

“i — :

Wp! Blok :
Nama - Terendah

| menengah
| Tertinggi

| |

Jalan
|

! 1

Ket
!

.

1x

'1,

12. |
001

—
K

—.
n :

|

13. 002 i

|

14,
Na

:

RI——T |Si .. | NE
16.

|
| |

: :

-

2. Ae.

! 001

" 2013
5

Camat/Lurah/ Kepala Desa

-
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DAFTAR HARGA JUAL BUMI / TANAH RATA-RATA.
LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

TAHUN 2013

DESA/ KELURAHAN A

KECAMATAN

KABUPATEN
|

TNO Nama Jalan/Jenis Penggunaan Tanah Harga Pasar Ket
|

: (Rp./m2) ' :

"1. | Lahan Kosong(sebelum. land clearing "
|

: Hg
2. "Lahan Perkebunan Belum Menghasilkan

(Umur Tanaman O s.d 3 tahun) :

3. | Lahan Perkebunan Sudah Menghasilkan
|

(Umur Tanaman 4 tahun ke atas) :
|

4.
| Biaya Perobersihan Lahan . T
(Land Clcarinp) A

's. Areal Lainnya : '
|

« Tanah sudah diolah tetapi belum
i

|ditanami /tanah persiapan tanam
» Tanah belum diolah/tanah :

|

cadangan
« Tanah tidak produktif/rawa, jurang, 1! ' :

cadas, payau, danau Na |

' Tanah Pekarangan i :

: :
—. - uu hk

para perah an 12013

K

|'n Tahan

1

Camat! Lurah/ Kepala Desa



SKET PETA DESA
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&mikian Pri sw':r Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak
S

Bumi dan B.:ng':

MDi

Nan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Kabupaten
Kuantan Sinsiny: untuk dapat dipedomani setagaimana mesunya.
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Lampiran III: Peraturan Bupati Kuahtan Singin
Nomor 6. Tahun 2013

Tanggal Ka) 'ebryari Z013

gingi

PROSEDUR PENILAIAN, PERHITUNGAN DAN
'

PENETAPANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAANDIAN. PERKOTAAN
(PBB-P2)

N

— mn an 7.

A. GAMBARAN UMUM

Penilan, Perhitungan dan Penstapan,PBB P-2 dalam
rangka pcinrentukan dan pemeliharaar. data subjek dan objek
pajak s.engrunakan sistem manajemer informasi objek pajak
(SISMIOP) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

”
pajak g.na mendukung penyediaan informasi yang berhubungan
dengan seluruh fungsi di dalam' :dministrasi organisasi
pengulotun "BB P2,

Datar prosedur ini, penerbizan SK: 'D berpa SPPT PBB P-2
kepada sa: pajak yang telah dinilai »wni gan bangunannya
SESUu: Grngan NJOP melalui petugas yang ditewipkan berdasarkan
Surat “cpirusan Bupau Kuantan! Singing melalui Dinas
Pendiipatian Huantan Singingi. Pan : :

Pa

B. PIHAK TERKAIT i 4 1
1, Dinas Pendapatan

R

SISMIGP merupakan sister marajemen informasi objek

Mertiahan pihak yang mempu nyai otoritas Malam pengelolaan
Keuangan Geerah, yang. secara organisSasij" bernama Dinas

1Pedot Kabupaten! Kuan an Sir.gingi::3 Dalam oresedur

pers punetapan dan perkitunga:
ini, Tdinas! Pendaparan

Kahuser. Kuantan Singingi £:
#nggurakah Sis:jem manajcmen

Intorrasi objek pajak, dima::a sis» IoP Rigunakan. untuk

Tenen tet lara, eretazan dan peran 1gar,
Galam

: Pp 45
PE an Sun atau pemeliharaaar. basis data.

2. Petugas SISMIOP

rangkap:



0.

NN BNN
C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS .

|

nk i

Formui:r SPOP dan LSPOP yang telah 'ditindatangani dan diisi .

- secara jelas, lengkap dan benar oleh xajih 'pajak diteliti oleh
seksi penilaian, perhitungan dan penetasan.

2. Padi seks: ini penilaian individual dilakukan dengan kriteria

objek par
Itas Odux pajak :

da. Iten tanah « 10.000 m2

P sunah lantai » 4 lantai

Cc. kas Dangunan » 1.000 m2 atau
,

Gojek peruk yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari

Rp. :.006.000.000, (satu milyar
rapiatn

Objez pwak khusus

Proses perkisungan nilai harus memperhatikan! tanggal) penilaian
'

yang, menjadi dasar ketetapan PBB per 1

janbari tahun pajak
yang bersa: 'ukutan. :

Petugas padu Dinas Pendapatan memberikan penilaian terhadap
nilai jual uhjek pajak berupa tanah dan 'bangunan menurut
NJOP van telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kuantan
Singing: unik kemudian melakukan perhitungan.3

Perhitungan Besarnya NJOP :atas objek pajak Sektor perdesaar.
dan perkotaan berupa tanah' dan bar zunani kantuk

kemudian
Pp

ditetap:.in dalam SPPT PBB P2. EN
un

Peruras Gurat menerbitkan SPPT PBL
Pt2 Bubuk

diberikar(4
kepaciu vuj:b pajak. E 5 , 1g

0
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Demikian'ah Prosedur Penilaian, Perhitungan din/pendtapan
PBB “k|

| buk
|

dapat. dipedomani
sebagaimana mesinnya. 55 :
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Lampiran IV: Peraturan Bupati Kuantan SingingiNomor 6 Tahun 2013
Tanggal 26 #dbruar' 2013

—
BENTUK FORMULIR .
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANGsen

DAN SURAT
TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN(PBB-P2)

1

A. GAMBARAN UMUM
|

HN

Ha

Dal: rangka memberikan kesastja
' hukum dan

b
Ui

meninuki ikan pelayanan kepada wajib pajak Serta
menertibkan

adminsis:ri: pengelolaan PBB P2 maka perlui ditetapkan bentuk,
dan jcni: S.nulir yang akan cigunakan dalam pemberitahuan
pajak teruling sektor perdesaar dan perkorahn kepada wajib

pajak. . K 1

Adapun suntuk SPPT dan STTS PBB adalah berisi informasi
adalah sebagai berikut : '
a. Halimun Depan |

Ll. Nor:or sen formulir,
|

2. Naru Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi:
3. Informasi SPPT bukan merupakan buku kepemilikan hak:

4, Kod: akun:
|

|

no

|
5. Tuhun pujak dan jenis sektor PBB (dalam halini Sektor P-2):
6. Nomor Objek Pajak (NOP): :

”

7. letuk Objek Pajak: 1
8. Nama dan Alamat Wajib Pajak: |

9. Nor:or Pokok Wajib Pajak (NPWP):5.”
|

n

10. Luas Bumi dan / atau Bangunan, |

11.'Ke'ras Bumi dan /arau Bangunan: :
:

12. Nilmi Jual Objek Pajak per m2 bumi dan fatau bangunan,

13. To:al NJOP Bumi dan /atau bangunan:
|

14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB:
15. Nie: Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak INJOPTKPI:

J
16.NJOP untuk perhitungan PBB,

t



17.Nic Jual Kena Pajak (NJKPh 7.
1E.PPB ang terhutang,
1S PES yang harus dibayar:

N

20.Tanu! Jatuh tempo:

Te t Pembayaran12

b. Halaman Heiakang

Nama Petugas penyampai SPPT:

Tanue.:. Penyampaian,

Tasda Tangan Petugas:

Int ertesi dainnya,

1

—
Sedangkan ST:S PBB berisi informasi: sebagzi

berikut
:

1.

Tahu: pembiaran PBB: :N
D

Tempat remi varan PBB,

Nama Waid Pajak,

| Letak Obck Pajak,

Nomor SPPT NOPJ),

Jumlah yani -dibayar,
Tanggal tem ayaran, ag :

| Tangyal Ya" " tempo, Tan 0.
Jumlah un harus dibayar (termasuk denda)'jika pembayaran
dilakukan pi:ita bulan ke

(setelah
zanggaliaruh

tempo|
seperi |, Il,

il, IN. IV dsi nya,

10.Tand: terim:: dan cap bank/tempat pembayararan.

B. PIHAK TERKAIT

1.

2.

Dinas Pendapatan
| .- "

LI
Meruret » pihak yang mempunyal ot nias dalam pengelolaan

kesanuan dacrah. yang secara orgurisasi' bernama Dinas
Pertissuten Kahupaten Kuarian Sir gingi. Dalam prosedur
peri an. penetapan dar: perhitungan ini, Dinas Perdapatan
Kaburan Kuantan Singingi renggur.akan sistem mMenajemen

inforn ss: obikk pajak, dimasa SISMIOP digunakan untuk

Prusts perilulan, penetapan san Perritungan Calam rangka
Perbontukan dan atau pemelihzraaan basis data .

Peturas SISMIOP

2.

3.

4.

19

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Derrikiarluh Bentuk, Isi dan Formulir SPPT dan STTS PBB

Kabupaten kuantan Singingi untuk dapat dibedomani sebagaimana |.

mestinya.
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YERINTAH KABUPAT::N r...ANTAN SINGING! 1,
us PENDAPATAN :

Sap" p33

BUKAN MERUPAKAN BUKTI: 222 LIKAN FAK
.

.
LN TEA BEASURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG ' AKUNPAJAK BUMI

DAN BANGUNAN TAHUN
.

TN
—h

: K5 "

| LETAK OBJC X PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
d h

, ,

— — 4pa . 1
KO agar AN
i Mn ai& LN "

Pa | .. munan
img | :“INPWP ::!

OBJEK PAJAK | KELAS | -I NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Re)
|

: 1| 1.
po Toar
H

. 3 &. po

N : FN /
Sebagai dasar pengenaan PBB “3

' «
0. 4 ,

MP (NJOP Tidak Kena Pajak) An ne
untukperhitungan PB3 z

P( Nilai Jual Kena Pajas 1 3

yang Temutang 2

X BUM DANBANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR.(Rp)
. !

JATUH TEMPO
|

|AT PEMBAYARAN KEPALA DINAS PENDAPATAN

H. NAFRIAL SP. MM
NP. 15570929 198003 1 012

|

Diterima tgl
NN .,rek Pajak : Kecama:an Ia Tangan :

Desa/kc'uranan ab

Iihun/Rp ' oo |
)

5
|

: Nama Terang
—.s . F :

:

1 f
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ia)
ia pr.tw

3 Bo
1 aa :
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wp
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pEM BUNTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDAPATAN

- SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS:
bs '

Tempat Perrpayaran
: ,Tean menerira pembayaran AE N.,

| cari
,Pm aanKama Wajb Pajak

ha ,
ketak Objek Pajak .Kucamanan i

.
:

peta
tag

|,

U.
KetLa “paKk

4 (| MN
|

Ha

,
6.niat

', “8

kumtah yang Marus dbayar (termesuk denda) ika perkbayaran .

f

.
i k:(lakukan paca bulan ke iseiciah tanggal jaluh tempo). 1

&

|,

"

XM ni

|
r"Disaf Sal .

BN

|
| di

komor SPPT (NOP) po. Naa ana Ll
Seyurriah

'
Rp

|

f3 “1 " . Hn) .

“1 Ag|
. Lg !

|

" !
Ianggal Jamn Tempo: Ng 8 SN :

H
n

m
m
a

Ta
m
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XV .
1
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:|

xv :

vi xve
,vi XD :

$
ig

|va Xx oh 4,«
XXI . 31$
xxi tg

N xi s
| itBIXI XEN "

81

|Tanggal Perbayaran LT Tanga Terra
|8 jerlan Yang dbayar . L6 gan NaRpf 1 | Goo

Bana res :

1
AS PENDAPATAN

Ts
Liga

UPATEN KUANTAN SINGINGI tai $

Tg
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS:

Lo
—

pat Pembayaran

in Menerima Pembayaran P33 Th. :

mWajib Pajak

ut Objek Pajak :
Kecamatan

Des.:/Kel, :

'

ot SPPT (NOP)

nah “Rp.

uk dipenga

2! Pembayaran

Tanda Terimanyang dibaya!

Dan Cap

4



Lampiran
V :

, Peraturan Bupati Kuantan Singingi
' Nomor “6 “Tahhn 2013 3

ai Tanggal: 26 Feti ran
20

,n : 3

Pv

PROSEDUR PEMUNGUTAN,
PENAGIHAN

DAN PEMBAYARAN

1

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN,PERkOTAANea pn

A

B.

ts

. n.TTGAMBARAN UMUM '
4 2nik1 LG, !
|

" | hi .

LA A Tn NahNa1 |

rosedur Pemungutan"“adalah prosediir, |
Kegiatan! )'mulai dari.

Fat
1

Al:

4

P:

penyhirpunan dara objekdan. subjek pajak, 5
Penentuan

besarnya

pajaz pum: dan
bangunan perdesaan: dar '"perkotaan yang

terutans kepada wajib pajak. Wajib pajakYajib membay
ar pajak

ran: iperundang-2per
undangan perpajakan. Surat Ketetapan Sajak Fan |

P2. adalah
SPPT

PBB yanig sudah
ditetapkanDien,BupatiKuan SiaIngi' melalui

yang terutang berdasarkan" surat ketetapah
Hwa

atau dibayar

As
sendin uleh wajib pajak berdusarkar.

:
3

Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Wajit pajak yang
sudah mencrima SPPT PBB : P2 wajib membayar kewajibannya
paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB
oleh wajib pajak atau sebelum masa jatuh

temp3g
habis,

Prosedur Penagihan adalah prosedur kegiatan' penagihan
SPPT-:

PBB kepada wajib pajak setelah masa jaruh tempo habis,
Sedangkun Prosedur

Pembayaran adalah langkah-“langkah ,yang
ditempuh wajib pajak dalam memibayar pajak bumi dan
bangun:nnyu melalui bank atau kas umum daerah jatau tempat:
lain yang dietapkan melalui

Surat
Keputusan Bupat

kuantan
Singingi.

38

PIHAK TERKAIT -
5 .

:

1. Koordinator/Kepala UPTD dan
Kolektor! Desd/(Kelurahan

atau Juru Pungut A i pa
, ' , , |

'

Merupakan pihak yang melakukan remlnguah PBB P2
!

kepac: "ajib pajak diwilayah desa.
kejurdhanaya masing-

musi:y. SPPT PBB secara Kolekuif d'serTaTeriakan
xcpada. -

Kolekter desa ke lurahan atau juru pungut 3 Mai2yonra:
SalOor

Kecanistes musing-masing pada awal:Jp Ya
2) ki

gta
asiknya"3

didesi:: kuurahan
SPPT tersebut didis-M1 iba 8Kepada wajib

nata



, 1. , :

Arab: SPPT tersebut diterbi:kan setelah- awal masa najak
Neng munangkinan, maka SPET

tersebug langsung diakukan
pemungutan kepada wajib pajax.

2. Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi '
Merupakan pihak yang melakukan 'per-agihan (pajak |

bumi dan

banginan P2 kepada wajib. sajak stelah, masa jatuh tempo
'

habis Dusar pelaksanaar: penagin
An. adhtah “tekapitulasi

penerimaan PBB P2
vang

ada Pp.:da Dinas Pendapatan

Kebumen Kuantan Singingi berdasarkan Peperimaaah
pada

kas umum daerah atau bank atau ten.sat dain yang ditunjuk.
Dalan: melakukan peniigihan" PBB ..pa) Dinas"Pendapatan

1

n

La

!

|
i

, HAN
" Kabunuter Kuantan Siningi melakt:!| Inasi dengan

B

ID “

TN Hg ti t3
koordinu:or dan kolektor Begal Helurat:

an | jala JUTU PUngUL
Te INN

|AATan Na 1 |

3.Bank yang
ditunjuk" dan: Bendahara ex

Pendapa:an :

1 $ :. : 3..n MAA
C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS: Roh 2 1 :3 Wih“1 lihEsPo

" 1g
14 . 4. Da

HP
1. Proscdur Peraungutan pBB!P2 #. Li | 1

| kn ik

k or

Ke

imaan DinasP

. Kourd:na:or Kecamatan
mendiswibusihanan SePr danDHKP PBB

P2 kupada Kolektor desa/kelurahan
atau jriru pungut paling

lama 1 (satu) minggu setelah diterimanya SPPT PBB P2 dari
Dinas Pendapatan Kabupateri Kuantan Singingi

:

1

. Ka .
uh Ka NA

|

al ' '

Ha 1
£2. Kolektor Desa |

Kelurahan atau juru .pungut. |selanjutnya
.

mendistribusikan SPPTbs P2 kepada ejibipajh dan DHKP -

PBB P2 kepada Kepala Dtsa/kelurahan, NN BNN

Apabila Wajib Pajak ihembayar PBB
P2 kepada

Kolektor

desa/kelurahan, maka " Kolektor wa'ib
memberikan

Tanda
Terim: Sementara Pembayaraz PB3 P2" dan membuat

rekapi!ulasi penerimaan: dari wajib pajak! dalam Laporan
Penerimaan Harian P3B P2 (formulir!terlampih, Y |

ANN BN £ . 1
3. Kolektor berkewajiban Memberikan ss PBB.

P2
kepada wajib

pajak setelah menyetorkan pajak yang terhutang 'ataL PBB P2

ke bun atau Bendahara Penerima. Ataupuh tempat

pernbuvarin lain yang ditunjik dengan 'Surat -Keputusan



4

1

4. Kolextor Desa/Kelurahar berkewajiban memberikan Laporan
Hasil Pemungutan PBB P2 kepada Camdt melalui Koordinator
Kecamatan diwilayahnya untuk kemudian : diteruskan kepadn

Bupati Kuantan Singingi melalui Dinzis
Pendapatan Kabupaten

Kuar:tan Singingi. :

|

ta

2. Proscdur Penagihan ,
1. Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan

proses sumbukuan dan pencatatan penerimaan PBB P2

melalu: nenerimaan yang masuk melalui
Bendahara

Penerima

Dinas Pendapatan, Bank yang ditunjuk atau tempat lain yang
ditetipkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi per 30

September tahun pajak yang
bersangkuta ata 'pada

masa

jatuh tempo yang telah"Id:tentukan. Atas da! tersebut Dinas
Pendapatan Kuantan"Singingi kemudian 'membvat Laporan-n

Rekapitulasi Penerimaan PBB P2
per Ketamiitan dan diberikan

kupasia Seksi Pendgihan PBB P2. Ta F: pot 1k

H AN: TN Ag 1
|

2. :
2. Pada Seksi Penagihan:'IRBB, P2, Laporani!j1! NE a:1 MG

lanjut dengan mengadakan berdinas! Benda

tersebiit ditindak

KolektorBebeBa Ya
kepada wajib pajak di de

a/kelurahari: "!TaB3

ordinator dan
gihan PBB P2

3. Apabila Bupati menerbitkan sTpD,): ikat" “Keputusan
yi

Pembetulan, Surat
Keputusan Keteratan dan Putusan

Banding, yang
menyebahikari jumlah pajak Ing,harus dibayar

bertambah
merupakan dasar Penagihan pajak" linnya

4. Surat teguran atau
surat peringatan sasurat lain yang

seienis sebagai awal tindakan pelaksanaari: penagihan pajak”
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatjatuh"terhpo pembay

aran.
—

En
5. Dalam jangka waktu"7.Arujua) hari setelah 'tanggal surat

teguran atau surat peringatan atau Isurat lainnya yang |
sejenis

diterima wajib pajak maka wajib pajak
haris melunasi pajak

n

yang icrutang.
|

:
! 3



6. Apabila dalam jangka wakru
tersebat 'belum dilakukan

pembayaran oleh wajib pajak dengan
datar )yang tidakdapatditerima oleh petugas, maka

dapat diterbitkah"penagihan
dengan Surat Paksa untuk nominal pajak»yang terutang Rp.
2.090.000 ,00 (dua juta.rupiah). DA

3. Prosedur Pembayaran
1. Pembayuran Pajak yang terhutang dapat dilakukan melalui

Beniiahara Penerima
Dinas Pendapatan: kabupaten

Kuantan

Singingi atau Bank yang ditunjuk “azau:'melalui rekening
kas

umum daerah yang ditentukan oleh, Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi atau tempat pembayaran lainnya yang

ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati kuantan Singingi.

JA
PN PAN

Adapun beberapa bank yang din
unjukseng

agai "tempat
pembayaran PBB P2 adalah sebagai benku

|

1. Bank Riau dan'Kepri Cabang Teluk Keaatin

K

1

t

: n1
An. Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan! SingingiNaa PAI )
Ac. 114.02.00161 "

|

Ad ni ah:IN BOLA
UE PEGATA

hg2. Bank Rakyat Indonesia Cabang TelukKopatan
|

La
1

An. Kas Umum Daerah Kabupaten:
KuantarSingngAc.

0668.01.000141.30:5
i'. 15 KJA Pj

3. Bank Negara
Indonesid C

Cabang baka
Kuantan

1

An. Kas Umum
Daerah | sabiipateri

1

LAc. 272.0022.012 HO HI | bb 2

|Ki

taliS
ti

Kuantan Singingi 4 i-
3 " .Kai In:

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapata Kabupaten4.
:

1 AA 1

Kartor Dinas Pendapat Kabupaten kuah:
ngag
AJ

Kompleks Perkantoran Pernda Kuantan
SingkKuantun, “ | '

2. Seuap pembayaran diberikan bukti lunas atau strs PBB P2.
3. Apabsa pembayaran dilakukan ditempat lain vang ditunjuk,

hasil penerimaan pajak harus disetorke
Kas. blambatnya | X 24jam atau dala

alah Ela

aerah selambat-
m
waku Yang telahditentukan

|

Oem



"
"3 ,

1topi: " ' : ' KiKagu 3Ata Li4. Persbuvaran pajak
haris,dilakukahsekali21 Ata

lunas.
|

"

Wb Pe5. Busa atau pejabat yang di SukLi j: “memberikanhi
persetujuan kepada . wajit pajal: Unsek 'mbnunda dan

EA
3

.D
.

KS
)

pe
na
ap

n
2

Ta
ra

MGMUNESUT pajak terutar.2 pada , Kura waktu terzentu
Ki: memenuhi persyaratan yang ditentiikan.'

ACapun wajib pajak . yang diberikah |berenduan
untuk

menunda dan
mengarjgsur adalahdengan!Syara:

Wajib pajak mengajukan Surat. Permohonan untuk
menunda atau mengangsur sajak disertai

alasan dan

melampirkan SPPT asli. :

Wajib pajak vang memiliki pa:-ak terhutang
minima Rp.

1000.000,00 (dua juta rupiah.
|

:

Wajib pajak kehilangan kemampuan secara ekonomi

rarena
bencana alam, gempa bumi dsbnya. |

IN PENA 2
6. Penundaan pembav“ran pajak rastadimaksud diatas,

dilakukan sampai batas waktu yang dimohor.kan''dalam surat

balisan permohonan tersebu: pada poin 3
dengan

dikenakan

Lena
& udministrasi beriupa bunga

sebesaf
2 idua persen)

SCl

1n

per Bulan dan jumlah
pajak

yang belum atau kurang bayar.
4 |II :

AA :

7. Anusuran pembayaran. paja: harus dilakiikan secara teratur

dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar
2” (dua

persen: perbulan dari jumlan pajak
yang tbelum atau kurang «

bayar.
|

Demikian Prosedur Pemungutan, Penagihan dan Pgmbayaran PBB P2

Kabupaten Kuantan Singingi,untuk dapat dipedojmani , sebagaimana
4

|

: g: PA Sa |

Tn 2 8

F NE an

mestinya. .

TING ANTAS
SINGINGI,

An
|

HK:

JUKARM
|
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Lampiran VII: Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor 6 Tahun 2013
Tanggal AK

Tdp
Puan 2013

PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGANKETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGANSANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN |PERDESAAN DAN PERKOTAAN: | ng

(PBB-P2) Po IN

BNN 4, LaPan .
, Haag ir: Ata h

Pa ii da
. 1 .

A. GAMBARAN UMUM Ea NE Ng

N

|

Pernbetulan, Pembatalan a Pengurangan Ketetapan:
Pajak dan

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi. 'Adminisirasif
PBB P-2

merupakiin nrosedur yang!dilakukan da
Hamialemirikan kepastian

hukum dan
meningkatkah', pelayanan 'Repada Ivejib (pajak

untuk
1 |

mempero:ch pembetulan,
P ribatslan, pehgurahabah danh

Tag

u

atau pengrurangan sanksi
Hministratf PBB'

P-2.Ls
1. PEMBETULAN KETETAPANPBB P-2 pi

Atas permohonan wajib pajak atat karena jabatannya, Bupati
atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT atau STPD
yang dalam penerbitannya terdapat. kesaldhan Galis

dan/atau.
kesalahan hitung dan/atau kekelisuan. .Perierdpan

ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
pembe:ulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat .

manusiaw: yang tidak mengandung persengketaan' antara fiskus

penghapusan

1

Hai “.
dan wajib pajak, yaitu: aa

5:
a. kesalahan Tulis, antara lain

kesalahan penulisan Nomor

Objek Pajak, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Alamat

Objek Pajak PBBM Nomor .Surat Kppptudan
atau Surat

Keretapan, Luas Tanah, Luas
Bengunah:

Tahun Pajak dan /
atau tanggal jatuh tempo pemba:aran . :

8

b. Kesalahan hirung,: antara: lain kesalahari penjumlahan,

pengurangan, perkalian dar. /atau.!perhbagian suatu

bilangan dan / azau
' : . Hi

Cc. Kekeliruan penerapan, kererituasij idalam . peraturan.

Perundangan
PBBantara lain

kekelinian dalam penerapan
art, kekeliruan penerapan PersentaseNilai

jual Kena Pajak ,

(NJKP), Kekeliruan penerapan
persentase

Nilai Jual Objek
Pajuk Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), kekeliruan penerapan
Nilai Perolehan Objek Pajak Tcak keha Pajak (NPOPTKP)



pan
Pembetulan juga dapat dilakukan terhadap surat keputusan

atau surui ketetapan sebagai berikut" untuk pajak bumi dan

bangunan :
|

|
| "

I. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT):Surat Ketetapan Pajak PBB(SKP PBB).
LD

3, Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBBTah:
4. Surat Keputusan Pemberian

Pehglrangan"Yna:
5. Surat Keputusan Pengurangan Denda"

Administrasi PBB,

6. Surat Keputusan Pembetulan:.-n 1pe
7. Surat

Keputugan Keberatan, 3 ia Ye Hg
8. Surat

Keputusan Pemberian Imbalan Bunga:9. Surat
Keputusan: Pengurangan Senksii Administrasi,

Surat
As Uap

:
,

Keputusan Petapusan:
'
SankaniNamit orasi Surat

Keputusan Pe ieuranganKudu pala atau Surat

Keputusan Pembatalan
Ketettapan Pajak.RiIN2. PEMBATALAN PBB P-2 : i!: Mba

Atas permohonan wajib pajak atau
kareria jabatannya, Bupasi

atau pejabat vang
ditunjuk |Yapat membatalkan STpD yang uidax

benar, membatalkan
hasil:pemeriksaanra krteripan

pajak yang.
dilaksanakan atau

dierbiwkan. Udak'sesudi dengan.'tata
cara yang

Eni

Ie

Lan | !

ditentukan. PN :
.

Hg

-
3. PENGURANGAN KETBTAPAN PBB P-2 '

2s permohonan
wajib.

pajak atau karena.-jabatannya, Bupati
atau pejabat yang:: ditunjuk dapat 'hbngurangkan atau .

membatalkan STPD
yang

'idak benar: 3 u
:

Pengurangan dapat''diberikan kepada waj tb pajak dikarenakan

kondisi tertentu. objek Rajak yang adadp dengan subjek
pajak dan atau

karena. sebab-sebab rent lainnya, dan dalam

Ar

a

hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar1
biasa. Lu

|

Kondisi tertentu objek pajak yang ada
'hubuigannya

dengan
subjck pajak dan/atau karena

sebab-sebab tertentu lainnya
sebag.:imuna dimaksud meliput : — : 1 .

|. wajib pajak orang pribadi:
| Ka:

1

1. Objek pajak yang wajib pajaknya drang pribadi veteran
pejuang kumerdekaan, veteran:

pembela kemerdekaan, Kh

Uu

peneima tanda jasa: bintahg "gerilya, atau



goa
b.objek pajak berupa

lahan

Pertanian/perkebunan/perikAhan |peternakan
yang

hasilnya sangat terbatas: yan “Wajib pajaknya otang
pribadi yang berpenghasilan rendah,

C. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semata-ma:a berasal dari pensiunan,
sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi.

d. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yan

berpenghasilan rendah, sehingga kew'ajiban
PBBnya sulit

dipenuhi.
e. Objek pajak yang wajib pejakny'a orang' pribadi yang

berpenghasilan rendah yanz3: nilai 'jual objek pajak per
meter persegi meningkat a:ibat perubahan lingkungan
dan dampak positif pembangunan, Tag

(dibuktikan dengan duku. penghasilan.'atau 'ampra. gaji

1

bagi
PNS/pensjunan! KauiFs, A 2

2. Wajib Pajak badan

a

meliput :

Objek pajak yang. wajib!pajaknyaad hh
dai pajak badan

Da TN

Ta

yangmengalami kerugian,danNa pada tahun
pajak sebelumnya Sehingga Udak: dapdi rhemehuhi

kewajibar:
: Td

rutin (dibuktikari(dengan ,

langkah"1 angan perusahaan2. :

Mn
ri

berupa laporan
'jeraedi labotuh Hibahalh modal dan

ip
:

FI 11 .

laporan rugi laba"

Nae
sahiaan. AN ii 1NN Ni

Pengurangan diberikan “kepada Wkajib'ak |Fatas' PBB yang
terutang yang

tercantamdalam SPPT,dani jsatau SKP.PBB.

5

| AN “..

Pengurangan diberikan dengan kerendhan'3
(8. sebesar 75”. (tujuh puluh

lima persen) dari PBB yang:

terutang dalam
ha.

kondisi
tertentu lebjekpajak yang wajib

pajaknya orang pribadi veteran" #ejuang
kemerdekaan,

veteran pembela ke
merdekaan, peneri la tandajasa bintang

gerilya, atau jamda/dudanya.
0

1
25

L. sebesar paling linggi 7596 (tujuh puluh lima persen)
dari

P3B yang teru' :ng dalam hal
kondisi'objek

pajak:
"

a.berupa lahan Pa pertanian

perkebunan /perikanan/petermakah tang
hasilnya sangat N

terbatas sung wajib pajaknya ' orang" pribadi yang'

d

n

n,
'.



, 3 , 2
b. objek pajak yang wajib pajaknya

orang pribadi yang

penghasilannya semata-.mbta berasal. dari pensiunan,
sehingga kewajiban PBB nya sulit

kibenuhi.
Cc. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yan

berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBBnya sulit

dipenuhi.
:

d. Objek pajak yang wajib pajaknya Grang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang nilai jual objek. pajak per
meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan
can dampak positif pembangunan.

C. sebesar paling tinggi 10046
dari:PBB yang terutang dalam hal

objek pajak terkena: 0
a. Bencana alam yang diakibatkan oleh

peristiwa
atau:

serangkaian, peristiwa 'yang disebabkan oleh alam
antara lain gempa bumi, tsunafni, :igultung meletus,

banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
2. Sebab' yang luar biasa seperti kebakaran, wabah

penyakit tanaman, dan Marawabah
Hama tanaman.

4. PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGANsamaADMINISTRATIF
Atas permohonan wajib pajak atau: karena jabatannya, Bupaziul ah 1 FI :atau pejabat yang ditunjuk 'dapat menguraidkan ketetapan pajak

Fa

terutang berdasarkan
pertimbangan.kia ! Adinbayar wajib

pajak atau kondisi
tertentuiwajib pajak 'ata

Henghak uskan sanksi:
e Ai tarp 15" Tn

administratif berupa bunga, denda, dan.kenaikaj) pajak! yang
terutang

kah daerah, dalam hal
n

Wib pajak atau bukar
karena kesalahan wajib pajak h

menurut pergaperaturan perangang

.."It Al SalAi ak SG
: KENA 1HA. PIHAK TERKAIT BER La TA

-
ph Map ba

x. Wajib Pajak ' Ng. Ta

sanksi tersebut dikenakan'karena kek o.

B.

Merupakan pihak yang. mengusulkan perlpetulari pembatalan.-
pengurangan ketetapan pajak dun

penghaputan au pengurangan
|

sanksi administratif PBB P2., |
.

K ' 1 ui

.

|

B1 3
2. Dinas Pendapatan Pa : HT TE Pa

Merup san pihak vang' mempunvai pora Gale mengeslolaun 4..
|

.
p.

keuan:.s darah, yang serara Gr3anisas: bernama Dinas



Hi PAN :

1“ ti aa

-

,
9,

" i : .

penguransan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
ditern anta permohonan pengTurangar..:Depati Kudntan,Singinginetto: Kepala Dinas

benadps Lisgi KiMubuten' Kuuntan Singingi |

—

dapatmumburikan persetujuan jika per-syardtan tersbut dipenuhi,
bilu Leak maka Dinas Pendapatan harus:memberitahukan secara
tertulis d:sertai alasan yang mendasar! Kepala wajib pajak atau

kuaserva dalam hal permohosan dia'ukan secara. perscenrangan
adu nenuurus LVRorganisasi, kepala ' desa/lurah yanga

mengzs ukun permohonan

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS” "|
« 1. PEMBETULAN PBB P-2 -

- Wajib pajak dapat melakukan permohonan" pembetulan secara
pribad! atau melalui kuasanya, 'kecualli unruk permohonanpembe'ulan SPPT dapat diajukan secara kolektif,

2. Permoronun pembetulan secara kolektif atas!'SPPT PBB P-2 hanya'
dapat dilakukan melalui Kepala Desa/Lurah Setempat untuk SPPT .

PBB P-2 tahun pajak yang sama dengan pajak terutang untuk.
setiap SPPT PBB P-2 paling banyak Rp.100.000 (seratus ribu
rupiahj:

3. Adapu: sy:arat permohonan pembetuiar. adalah sebagai berikut:
- Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk | (saru) surat -

kepu:usan atau surat ketetapas:
- permohonan diajukan secara tertulis dalarh bahasa indonesian
disertai alasan yang mendukung permohonarnya- permohonan ditujukan kepada Bupati. Kuahitan Singingi melalui
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan !Singingi. “

- Surat permohonan ditandatangani oleh:wajiblpajah
dan dalam hal

permohonan tidak ditandatangani oleh bukar wajib pajak:
« Harus dilampiri dengan surat kuasa aiUs bagi wajib pajak

orang pribadi dengari pokok pajak Yebih besar dari
Rp.5.000.000 (lima juta rt:piah) dan wajib. jak badan

e Harus dilampiri derigan isurat kuasa'bai iiwajib pajak orang
pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp-3

3.:900,
000

(ima. ' 2

"juta rupiah): 0 (pahee
gi

AbiRp4, Apabil: syarat tersebut!sahhioendi
surat permohonan pemi irulan,

sehir:: za" | da
dan Bupati melalui Dir.His!"pendapatan, Kabup |

harus memberitahukan.Secgara tertulis.RASA em
NN Tn Nu:

5. Jangk: waktu pemberian"'kepurusin atas 'Mermohonan' pemohon
ada'ah pang lama 6 (nam) bulan sejak tanggal surat permohonan
pemberulan diterirna, apabiladalam jar:gka Waktu tersebut Bupati
melulu: Dinas Peridapatan Kabupaten Kuahtan Singingi tidak
memberikan kepurusannya, maka permdhonan:' pembetulan
dianggap dikabulkan dan pejabat yang. “bersangkutan wajib :

menerbitkan surat keprusan pem.berulan sesuai permohonan wajib &
pajak paling lama 1 (situ) bulan sejak berakhirnya jangka waktu

1

1 a ukan sebagai
dipertimbangkan

Uantan Singingi
ohon

n



“Uli
"

4 i
" “

La
!

M1 IR

Kk
“|

6. Dalam hal tidak bad |
1 diketahui

i al udak ada pe daan da)SaguHadtetapi diketahui: .

olch jwyabat pada Dinas
Pendapatan Kabupi ten kudntan Singingitelah terjadi kesalahan '' tulis, kesalah: hitungi' dan, / atau.

kekeiiruan penerapan: ketentuanea dalam peraturan
perundang-undangan PBB "atau surat Ikepurusan atau surat
ketetupan yang diterbitkan, maka pejabat tersebut harus
menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau '

kekeliruan tersebut secara ,
. jabatan: Apabila: setelah diterbitkari:a

masih terdapat kesalahan! tulis, hitung dan
fatau kekeliruan, maka.

pejabat dapat
melakukahembetulan kembali ' 2

2. PEMBATALAN PBB P-2 tt : : an
ad

»
Fe
ni

m
a»
,

BB

3. PENGURANGAN PBB P-2

a. Wajib pajuk dapat melakukan permohonan pengurangan PBB P-2.
Permohonan pengurangan wajib pajak dapat diajukan secara:

|. Perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum
dalam SKP PBB., dengan memenuhi persyaratan

sebagai

berikut : : .
:

:
:

a. | (Satu) permohonan untuk !
satu

SPPT atau
|

SKP PBB
b. diajukar' secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mencantumkan persentase pengurangan yang dimohon
disertai alasan yang'elas. di

«. diajukan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Kepala
Dinas

Pendapatan KabupatenKuantan Singingi
d. melampirkan:i fotocopy SPPT-'atau SKP PBB yang

dc

1.

cdimohonkan pengurangan
|

: 5
'

:

«. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan
dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib"
pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Surat
permohonan

harus cilampifi dengan
surat kuasa

khusus untuk: TN n |Ta2

Iu
lebih banyak dari Rp,2ooh.o.Uposidua.

juta rupiah)
- Surat

permohonan harus.di:ttm Hi dengan
surat kuasa,

ne
ea. wajib pajak badan atau: .I I

b. wajib
pajak

pribadi deng:

untuk wajib, pajak pribadi,” engan /iPBB. P-2 yang

terutang paling bangak Rp.
2.0

Oj'bob: |dua
juta rupiah)

hi . Ai Fang

La. 3 (uga) bulas bhitung

' jae Ne:

PBB P-2 Ki 3 Ka
:

b. | (satu) bulan'(tmhitung sejak tanggal ditkrimanya SKP

|

diterimanya SPPT

essu

dala2'yang teruitang :

|

diajukan dalam
|ingS

Tg
|



OA |

Cc. | (satu) bulan,terhitung sejaktanggan diterimanya surat .

keputusan keberatan PBB. No
G. 3 (uga) bulan sejak tanggal pejadinya

bencana alam atau

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggak terjadinya
sebab lain"

yang luar biasa 'kecuali apabila wajib pajak dapat

menunjukkan |'bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak"
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

4. Tidak memiliki tunggakan PBB.
P-2 .“tahun pajak

senclumnya atas objek pajak:| yang:
'

dimohonkan

peiigurangan, kecuali dalam
hai objek paj:

AK terkena
bencana alam jau sebab lain yang|uar biasa dan

h. Tidak diajukan!"keberatan
atas SPB adu 'SKP PBB P--2'

yang dimohonkan. pengurangan, dua dalam hal diajukan
keberatan telah diterbitkan surat teplitusah keberatan dan

atas surat
keputusan

keberatan dimpksud: tidak
diajukan

banding.

2. Secara kolektif untuk objek pajak yang wajib pajaknya orar.g
pribadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. | (satu) permohonan untuk.'beberapa objek pajak

dengan
tahun pajak yang sama ag

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase pengurangan yarg
dimohon disertai alasan yang : slas

c. diajukan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Dinas"

Pendapatan Kuantan Singingi melalui pengurus legun
vcteran indonesia (LVRI) setempat, pengurus organisasi

:

terkait lainnya, kepala desa/lurah setempat.
. d. diajukan paling'lambat tanggal'3.(tiga) bulan sejak tanggal

diterimanya SPPT atau terjadinya 'bencaha alam, “atau

terjadinya sebuah lain yang luar biasa kecuali apabila wajib
pajak melalui pengurus: LVRI

Isetempat,
pengurus

-

organisasi terkait
, kepala

desa/ lurah: dapat menunjukkan
bahwa dalam

jangka waktu''tersebu tidak"dapat dipenuhi
'

karena keadaan,diluar kekuasaanri Hgra.: '

&. tidak memiliki tunggakan PBB tahun. pajak sebelumnya
utas objek pujak yang dimohonkan pengurangan. “dy

n

2

t

g

melampirkar fotocopi SPPT yang dimohonkan pergurangan
| MA

TARI
f



.
1

ph "

3. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan
pengurangan

' #A
ni3

h. Apabila dikabulkan, pengirengah:hanya" berlaku untuk
tahun pajak yangdiajukan pengurarigan, dan setelahnya
dapat diajukan 'kembali . 8

lh

TN:
"

po
, . . 2. kan “

4. PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN.SANKSI'ADMINISTRATIF
a. WajinD pajak dapat melakukan serinohonah :-perighapusan

atau
ai ,

penyurangan sanksi
administratif dengan m lambirkan :
1: Pel “ , -BT 4

n
- fotocopy identitas

said) pajak, dari:Tottikobs' identitas kuasa
|

wajib pajak dalam
hal'dikuasakan 'Ea" 5 eh

- dokumen
pendukung: yang dapat"

meniinjukkan
bahwa SPPT,

SKP PBB datau STP PBB udakbenar, denda administrasi
dikenakan karena

kekhilapun wajibpajak atau" bukan karena
kesalahan wajib pajak!

Kn Lg: Ni
|

2
- fotocov surat

pemberitahuan bengajulii keberatari PBB
P-2 tidak

dapat dipertimbangakan, ' dalam ha.4wajib. ipajak pernah
rnengiukan keberatan atas SPPT atau"Sp PBB dar / atav

1
dokumen pendukung lainnya.

- Bupati kuantan Singing.'melalui.Dinas Pendapatan Kabupaten
Kuantan Singingi”? .dapat :

mengabulkan permohonan
penghapusan atau “pengurangan sanksi administratif untuk
besaran sanksi

administrasi paling banyak Rp. 75000.000
"tujuh puluh juta rupiah) | oa

|
Ng

ON

-Dalam: hal pengambilan keputusan "'suntuk permohonan

penghapusan, Bupati (Kuantan Singingi 'mmelalui Dinas

Pendapatan dapat melakukan
'

penelitian kantor, dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitan lapangan.

-
jangka waktu penyelesajiar, untuk permiphonan penghapusan
au pengurangan sanksi administradfadalah 10 (sepwuh )hari
sejuk tanggal penerimaan surat perino on dalam hal
permohonan secara perseorangan, dan 2 (dua) bulan untuk
permchonan' secara kolektif.

'
|

-Adapun Bupati melalui Kepala. Dinas Pendapatan Kuantan
Sir-gingi dapat mmberikan keputusan atasi permohonan wajib

pajak berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau Xx

h
n

n

hi

TN
TI TAK TaNN 2 Hg

menolak permohonan wajib pajak. | | pra

1
1



| Oo.1 "
Demikianlah Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan

|

dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi (Administratif
. PBB P-2

Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat dipedomani sebagaimana

mestinya.
mam.... taae
19 JTN5 -game A3

7

BUPATIYap
TAN SINGINGI,

PAI 3 3 ——

NS fa



1.

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor & Tahun 2013
Tanggal AC Tubruart 2013

PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN
PERDESAAN DAN

PERKOTAAN(PBB P2)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembavaran PBB P2

merupakan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
PBB P2

jika pajak yang dibayar lebih besar, lebih kecil atau sama dengan

yang seharusnya terhutang.

Dalam proses ini, Bupati Kuantan Singingi melalui Dinas

Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diberikan wajib pajak berkewajiban menerbitkan
Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB (SKKP PBB) apabila
jumlah PBB yang dibayar lebih besar dari jumlah yang seharusnya
terutang, Surat Pemberitahuan (SPb) apabila jumlah yang dibayar
sama dengan jumlah yang seharusnya terutang dan Surat
Ketetapan Pajak (SKP) apabila jumlah yang dibayar ternyata
kurang dan jumlah yang seharusnya ter.:tang.

Apabila SKKP PBB yang diterbitkan, maka Dinas
Pendapatan Kuantan Singingi berkewajiban mengembalikan
sejumlah kelebihan pembayaran PFJB tersebut kepada wajib pajak.

3

j

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak ,

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB P2) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai Suatu hak atas Bumi dan/atau memperolen
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

2. Dinas Pendapatan

Merups kan pinar yang mempunyai owritas Salam pengelolaan
keuangar dacrah, “ 1g sewara Organisasi bernama Dinas
Pendapatan KRabdup..3 Kuantar Sintang! Dalam orasedur
Pengemb.tan Kelsahan Bayar ini, Dinas Pendapatan

".
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C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Wajib Pajak selaku orang pribadi atau Badan yang secara nyata
- mempunyai Suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh

manfaat atas Burni, dan/atau memilisi, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Banguran mengajukan surat

permohonan penyelesaian kelebihan pembayaran PBB kepada
Bupati Kuantan Singingi melalui Dinas Pendapatan Kabupaten
Kuantan Singingi.

Seksi Pendaftaran menerima surat permohonan penyelesaian2
kelebihan pembayaran PBB dari wajib pajak dan melampirkan
Buku Pembayaran PBB P2 yang terhutang . Pada seksi ini

surat tersebut diperiksa kelengkapannya dan kemudian kepada
wajib pajak diberikan bukti penerimaan surat permohonan .

Paling lama 12 (dua belas) bu.an sejak permohonan diterima,3.

Bupati Kuantan Singing me'alui Dinas Pendapatan harus
memberikan keputusannya.

Apabila permohonannya diterma, maka apabila wajib pajak
mempunyai utang pajak lamnya, kelebihan permohonan
tersebut dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Jika permohonannya diterima, tetapi nilai kelebihan pajaknya
tidak dapat diperhitungkan untuk melunasi utang pajaknya,
maka mekanismenya adalah kelebihan pajak tersebut

dianggarkan terlebih dahulu pada DPA SKPD Dinas

Pendapatan pada tahun berikuwya, dan bila diserujui masuk
dalam DPA, baru selanjutnya dilakukan pengajuan SP2D oleh

Bendahara Pengeluaran agar dapat dilakukan pembayaran

kepada wajib pajak tersebut.

Untuk wajib pajak dapat diterbitkan jenis surat keputusan6.

berupa :

a. Surat Keputusan kelebihar. Pembararan PBB (SKKP PBB)

apabila jumlah PBB yang dibayar jebih besar dari jumiah
yang seharusnya tenitang.

Surat Pemberstahuan (SPbs apabila jumlah yang dibayar “4b.

sama dengan jumlah yang seharusnya terutang.
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c. Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila jumlah yang dibayar 4
ternyata kurang dari jumlah yang seharusnya terutang,

4

Demikian Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P:2) Kabupaten
Kuantan Singingi untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

LBRT KUANTAN SINGINGI,
IkAN

—
/x pt
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Lampiran VIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor G& Tahun 2013
Tanggal AE Ipa m3

PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ,

(PBB-P2) SEWAKTU PENGALIHAN DAN KEDALUARSA '

A- GAMBARAN UMUM

Permmohonan penghapusan Piutang Pajak dapat berupa penghapusan
piutang pajak/PBB atas tunggakan pajak/PBB p2 vang sudah kedaluarsa,
tidak bisa tertagih dan atau karena sebab lain termasuk yang diserahkan

N oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat pada waktu pengalihan PBB P2

menjadi paiak daerah. Kedaluarsa adalah setelah melampaui waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saat terhutangr.ya pajak kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindakan pidana dibidang perpajaxan. |

Perlu diketahui, dalam masa pengalhan PBB P2 ke Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat piutang Pajak PBB P2 sebagaimana
yang tercantum dalam berita acara serah terima nomor : BA-/WPJ.02/KP-
06/2013, tanggal 3 Januari 2013 terdapat piutang PBB P2 untuk tahun
2002 sd 2012 adalah sebesar Rp. 12.004.613.068,00.

Adapun piutang pajak yang dapat dinapuskan adalah :

a. SPPT PBB P-2:
|

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB P-2:
c. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P-2: -
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar PBB P-2:
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan PBB P-2:
f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dar Putusan

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah atau:
8. Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteua PBB P-2.,

B. PIHAK TERKAIT
1. Kepala Desa/Lurah/Camat

Merupakan pihak yang mengetahui keaddan wajib pajak di wilayahnya
dan mengusulkan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

1737
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2. Dinas Pendapatan

erupaka ihak vang EK ,Merupakan pihak vang mengusulkan permohonan pergkapusan piutang
pajak PBB P-2 kupedua Bupau Kuantan 192S

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS PENGHAPUSAN PBB P-2

Bupati Kuantan Singingi melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten
Kuantan Singingi dapat menghapuskan Piutang PBB P-2 dikarenakan tidak
bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa termasuk yang diserahkan oleh KPP
Pratama Rengat. :

A. Piutang yang tidak bisa ditagih atau kedaluarsa

Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Permohonan penghapusan piutang “PBB P-2 oleh Kesala
Desa/Lurah/Camat disampaikan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten
Kuantan Singingi disertai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh
Cinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana, paling
sedikitnya memuat :

1. Nama dan alamat wajib pajak:

2. Jumlah Piutang Pajak:

3. Tahun Pajak,
$, Alasan Penghapusan Piutang Pajak PB3 P-2:

2. Adapun piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah :

a. SPPT PBB P-2:
|

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB P-2: .,

c. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P-2:

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar PBB P-2:
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan PBB P-2:
f. Surat Kepurusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan

Putusan Banding, yany menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah atau,
'

g.Objek pajak yang berdasarkan peneliiarr tidak termasuk xritetia

PBB P-2.

3. Piutang Pajak Wujib nurak orang pribadi vang menurui data tunggakan
PBB P-2 pada Dinas Pendapatan yang tak dapa: atau udak mengkin

ditagih lagi disebubsan karena: Xx
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1. Wajib pajak dan /atau penanggung jawab pajak tidak dapat ditemukan
atau meninggal dunia dengan ticak

meninggalkan
harta warisan dan

tidak mempunyai ahli waris atau ahli «aristidak dapat ditemukan,

D
D Wajib pajak dan/atau penanggung pajak udak mempunyai harta

kekayuan lagi . ,

3. Tidak ditemukan alamat perilsaya karena cbrek pajak sudah tutuD
atau alih manasemen

4. Hak untuk meiakukan penagihan suda: kedaluwarsa atau

3. Wajib pajak tidak dapat ditagih lag arena sebab in. seperti wajib
pajak yang udak Gupat Cikmusan lagi atau Sokumen-dokumen

sebagui dasar menagihan perak tidak engkap atau tidak dapat
ditelusuri lag: d:sebabkan readaan sang tidak dapa! dihindarkan

seperti bencana alam, keduraran dan cin sebagainya.

6. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak
bumi dan bangunan yang tidak dapa: atau tidak mungkin ditagih
disebabkan karena :

Il. Wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit Can pengurus. direksi,

komisaris, pemegang saham, pemilik moda! alat cihak lain yang
dibebuni untuk melakukan pemberesan atau Hruida.o, dut kurator
tidak dapat ditemukan.

2. Wajib pajak dunjatau penanggung jaNadD Cak memiliki harta
kekayuan lagi.

3. Penagihan parax secara AKu! telah diisksanakan Geng 1 penyampaian
salman surat heksa KEPEGS Gengun GIEASN Ehbelasi kurator,
pengadilan negeri. pengadilan niaga. Dsia setara lenusung Maupun
denyun Mmerumpukun pada pupan pengimuaman Jd nudia massa.

4. Hak untuk melakukan penagihan pajax susah kedaluwarsa, atau

5. Sebab lain sesua: hasil penci:tian.
| |
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5.

, !

|
|

.

Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud diatas, jika
dimungkinkan dapat dilakukar penelitian 'sctempat atau penelitian“
administrasi oleh Seksi Penagiha- Pajak Daerah pada Bidang Penagihan

yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penclitian.
|

ai

. Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus6.

menggambarkan keadaan wajis pajak atau piuing pajak yang
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak

yang tidak dapat ditagih lagi dan d.usulkar untuk dihapus.

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat di

usulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan |
Hasil Penelitian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. !

Seksi Penagihan Bidang Penagihan pada Dinas Penddpatan Kabupaten
Kuantan Singingi setiap akhir tahun takwin menyusun daf:ar usulan

penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian

8.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaxsud pada
ayat (8) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

9.

10. Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak

11.

yang telah diteliti kepada Bupati Kuantan Singingi.

Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan
piutang pajak adalah daftar piutang pajak: yang diperkirakan tidak dapat
dtau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat

atau

penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan
pajak.

g

12. Buku yarig dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang
pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajuk.

N
13. Bentuk formulir dan ouku sebagaimana dimaksud pada ayat 12, dapat 4

disesuaikan dengan kebutuhan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Pendapatan.
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14. Berdasarkan permohonan penghapusan
sebagaimana dimaksud dalam.

Pasal 1, Kepala Dinas dapat menetapkan pehghapusan piutang pajak"
sampai dengan Rp. 500.000.600,00 (ima ratus juta rupiah).Ss

15. Penghapusan piutang pajak Wajib Pajak Badan sebagaimana dalam Pasal
4 yang besarnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima rarus juta rupiah)
ditetapkan oleh Bupatu Kuantan Singingi atas usulan Kepala Diras
Pendapatan.

16. Apabila syarat yang diajukan tersebut tidak dipenuhi, dianggaz bukan

sebagai surat permohonan penghapusan, sehingga tidak dapat
—- dipertimbangkan dan Bupati melalui Dinas Pendapatan Kadupaten

Kuantan Singingi harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

17. Jangka waktu pemberian kepurusan atas permohonan pemohon adalan

paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan penghapusan
diterima, apabila dalam jangka waktu tersebut Bupau melalui Dinas

Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi idak memberikan kepurasannya,
maka permohenan penghapusan dianggap dikabulkan

dan pejabat yang
bersangkutan wajib menerbitkan surat keputusan penghapusan sesuai

permohonan wajib pajak paling lama 1 (saru) bulan sejak berakhirnya

jangka waktu enam bulan tersebut.
|

18. Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur selanjutnya
oleh Kepala Dinas Pendapatan.

B. Piutang yang diserahkan pada waktu pengalihan PBB P2 oleh KPP Pratama

Rengat

Langkah- Langkahnya scbagai berikut :a

I. Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan verifikasi terhadap
daftar piutang yang diserahkan oleh KPP Pratama Rengat

A
2. Verifikasi dilakukan terhadap tahun piutang P3B P2, dan jika memungkinkan

dapat dilakukan pencliuan adminiswasi atau dokumen (jika ada).
n
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Hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
, .. “N

Laporan Hasil Peneliian menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutangpajak yang bersangkutan sebagai dasar un:uk menentukan piutang pajak
yang dak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

|

5. Laporan Hasil Peneliuan Piutang tersebut se'anjutnya dikoordinasikan ataudisosialisasi kepada kecamatan atau desa/kelurahan, dan diverifikasi kembali
dengan dibuatkan bukti pengakuan ataupun berita acaranya.

6

3.

4

6. Selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan mengajukan Permohonan
Penghapusan.kepada Bupau Kuantan Singing: disertai dengan persyaratan sebagaimana

piutang yang udak dupa! ditagih atau kadaluarsa.

-

-



7

1

Demikianlah Prosedur Penghapusan Piutang PBB P-2 Kabupaten Kuantan

Singingi untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya. |
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Lampiran IX : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor 6 Tahun 2013
Tanggal At

Februari
2013

PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2)

A. GAMBARAN UMUM

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur Untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasiian dan biaya, serta

Ng jumtan harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan

laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Wajib pajak yang melakukan aktivitas usaha dengan omzet palirig
sedikit Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta) dalam setahun wajib
melakukan pembukuan dan pencatatan.

Sementara untuk Dinas Pendasatan Kabupaten Kuantan Singingi,
pembukuan dan pencatawnya PBB ?-2 dilakukan oleh Bidang
Pembukuan dan Perimbangan Keuangan atau bidang lain yang
ditentukan kemudian menurut Keputusar. Bupati Kuantan Singingi.

Apabila wajib pajak melakukan pembayaran di tempat “
pembayaran yang ditunjuk, dalam hal ini Bank, maka bank yarg
bersangkutan wajib melakukan pembukuan dan melaporkannya
kepada Dinas Pendapatan setiap minggunva.

nm

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti vang dilaksanakan secara
objekuf dan profesional berdasarkan suatu stAndar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan/atau tujuan lain .dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturar. perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemenksaan PBB P-2 dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yang
berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

|
. Y

|
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Wajib pajak vang diperiksa wajib untuk :

"N

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau' catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain 'yang
berhubungan dcngan objek pajak yang terutang,

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran

pemeriksaan.

c. memberikan ke:erangan yang benar sehubungan dengan objek

pajak seperti luas bangunan, bumi, dll.

B.PIHAK TERKAIT

1. Dinas Pendapatan

Bidang vang mculakukan pembukuan pada Dinas PendapatanPp

Kabupaten Kuantan Singingi adalar Bidang Pembuxuan dan
, . .

nga
agunan mi Ai 0... to.Perimbungan Keuangan atuu bidang lain yang Siwnukan melalui

Kepulusen Bupai: Kuantar Singingi.

Sedangkan yang melakukan pemenksaan afalah pujabat yang

ditunjuk melalui Keputusan Bupati Kyantan Singingi .

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang yang melakukan nemburkuan aras objek

pajaknya yang memiliki omzet puling sedikit Ro. 300.000.000 (uga
ratus juta rupiahy dan bersedia diperiksa dan bersifat koperati:

terhadap pejabat yang Mulus-UKan pemasrksaaan.

3. Bank

Bank subagai tempat remoayaran P3B P.d vang dirunjuk wajib
medakuxan pembukuan atus pembayaran PBB P.9 utas bank vang
bersanusulan dan souyio melapGrsann 3 yepasa Dinas Pendapatan
Kabupilun Kusnian singinl pasa set Sung3S nve.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

A. PEMBUKUAN PBB P-2
T

1. Bidang Pembuxuan dan Perimban
yang ditunjuk dapat melakukan pembukuan atas pembayaran yan

dilakukan wajib
pajak

melalui Bendahara Penerimaan Dinas
endapatan Kabupaten Kuantan Singingi atau
lain yanz ditentukan. engi Bank atau tempa:

gan Keuangan atau bidang lain

K
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2. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan atau bjdang lain

yang ditunjuk dapat melakukan konfirmasi ' kepada pihak-pihak
terkait pembukuan PBB P-2 tersebut.-

2. PEMERIKSAAN PBB P-2

1. Bupati Kuantan Singingi berwenang melakukan pemeriksaan un:uk
menguji kepatuhan pemenuhan xewajiban perpajakan daerah

dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.
|

"2, Pelaksanaan kewenangan sebagaimara dimaksud pada ayat (l),
dilaksanakan olvh Kepala Dinas.

:

|

3. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk :

a. menguji keputuhan pemenuhan rewajiban perpajakan dalam

rangka membenkan kepasuan huk-m, keadilan, dan pembinaan
kepada Wajib Pajak dan,

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

|

4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud sada ayat (3) huruf a dapat

dilakukan dalam hal :

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih

bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak:

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi:

C. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan
objek pajak tetapi melampaui jangka waktu yang telah
ditetapkan dalam Surat Teguran,

d . melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya, atau 3

ce. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria

-
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mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang
tidak dipenuh: sesuai ketentuan peraturan!

Penang
un

ganganperpajakan.

5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada avat

(4)
huruf b melipuu

id

P

pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :

.a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan:

b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak:

c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak,

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan:

pengumpulan bahan guna penyusunan Norma
PenghitunganPenghasilan Neto,

e.

pencocokan duta dan/atau alat keterangan,

&- penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil:

£

penentuan satu atau lebih tempat :erutang Pajak Pertambahan
Nilai:

h.

pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak:

J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkaWaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian
fasilitas perpajakan: dan/atau

memenuhi permintaan informasi Cari negara mitra Perjanjian «
Penghindaran Pajak Berganda.

Ruang lingkup Pemeriksaan terdiri dari:

k

6.

a. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak:

b. Pemeriksaan Kantor yang dilakukan di Dinas.
|

. Pemeriksaan set ugaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat7
dilaksanakan du:igan Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan
Sederhana Lapangan.

. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat8.

dilaksanakar: cengan Pemeriksaan Sederhana Kantor atau
Pemeniksaar. dengan korespondensi.

Apabila 'falam pelaksanaan Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud bada ayat (6) huruf b ditemukan indikast transaksi yang

A



|

f
,

lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka

pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah. menjadi Pemeriksaan

Lapangan. |

|

10. Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan.

Lapangan.

II Pemenksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

12. Dalam hal tertentu, Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dapa: dilakukan dengan jenis

'x. Pemeriksaan Kantor. |

13. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) bwlan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 0 (enam)
bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi

surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan

tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Tr

14. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama
4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8

(delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah
Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaar.

15. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi

transaksi yang terkait dengan wansfe: pricing dan/atau transaksi
khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan
yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta

memerlukan waktu yang lebih lara, Pemeriksaan Lapangan
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama.2 (dua) tahun.n

16. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pusal 13, 14, 15 harus

memperhatikan jangka waktu penyelesaian '
permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

17. Pemeriksaan untuk menguji keparunan sebagaimana dimaksud Yr
dalam Pasal 13 harus dilaksanakan sesuai dengan standar

Pemeriksaan.



a. Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17):
meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan

standar pelaporan hasil Pemeriksaan. $
|

b. Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat

pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan

mutu pekerjaannya.

c. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang: .

a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup
serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan.
menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksarna,

b. jujur dan bersih dari tindaxan-tindakan tercela serta
'

senantasa mengutamakan kepen:ingan negara, dan

C. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang
ditetapkan.

18. Dalum hui diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga

Ahli
dari Dinas yang

dininjuk oleh Bupati Kuantan Singingi.

19. Pelaksanaan Pemeriksaan untux menguji kepatuhan pemenuhan “
kewajiban perpajakan harus dilakukar sesuai standar pelaksanaan
Pemeriksaan, yaitu:
a. pelaksanaan Pemenksaan harus didahului Gengan persiapan

. yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan
mendapat' pengawasan yang seksama:

: i
b. luas Pemeriksaan (audit scope| ditentukan' berdasarkan

petunjuk yang dipersleh yang harus dikembangkan melalui
pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan,
konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan
dengan Pem" :ksaan:

c. temuan Pemeriksaan rarus didasarkan pada bukti kompeten
14

yang cukup dan berdasarkar ketentuan peraturan perundang:undangan oerbaiakar:N



Su,

!

|)

pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yangd
terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim serta seorang

«
| Id

atau lebih anggota tim: |

tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d

dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian '
tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak: sebagaimana
dimaksud dalam ayat 18, baik yang berasal dari Dinas

maupun yang berasal dari instansi di luar Dinas yang telah

ditunjuk oleh Bupati Kuantan Singingi sebagai tenaga ahli

seperti penerjemah bahasa, ahli d: bidang teknologi informasi,

c.

a

dan pengacara:

apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhanf£

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara

bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain,

pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Dinas, tempat

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat

tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap per.u

oleh pemeriksa Pajak:

8

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabilah.

diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja:

pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk
Kertas Kerja Perneriksaan:

laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan
surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

20. Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan harus didokumenuasikan dalam bentuk
Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimara dimaksud dalam Pasal 9

huruf i dengan rremperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa

Pajak dan berfungsi sebagai .

|. buku bahwa Pemeriksaar telah dilaksanakan sesuaiEs

standar pelaksanaan Pemeriksaan:



La

5.

. sumber data atau iniormasi

|

. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil2.

Pemeriksaan dengan Waiib
Pajak

mengenai temuan

Pemeriksaan, '

. dasar pembuatan Laporar: Hasil Pemeriksaan:3

keberatan atau banding vang diajukan oleh Wajib

Pajak, dan
'

referensi untuk Pemeriksaan benkutnya.

b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran

mengenai :

. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan,

data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh:

. pengujian yang telah dilakukan: dan

. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang
berkaitan dengan Pemeriksaan.

21. Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan
Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil
Pemeriksaan yaitu :

a. Laporan Hasil Pen:eriksaan disusun secara ringkas dan

, Laporan Hasi!

jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa
sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat kesimpulan
Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat
tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat
pula pengungkaj:an informasi lain yang terkait dengan
Pemeriksaan.

Pemeriksaan untuk menguti kepar:han
MONLAAN serai ,pe Lan swajiban perpaiakan antara lain mengenai:

1) Penugasan Pemeriksaan:
MN

2) Idenut Wajib Pajak:

bagi penyelesaian

1

2.

3

4

".

b.

N



|

4) Pemcnuhan kewajiban perpajakan:

5) Daw/informasi yang tersedia:
|

'

6) Buku dan dokumen yang dipinjam:

7) Materi yang diperiksa:

8) Uraian hasil Pemeriksaan:

9) Ikhtisar hasil Pemeriksaan:

10) Perighirungan pajak terutang:

11) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

an
12, Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan) pemenuhan
kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis' (Pemeriksaan
Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib :

0

a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

tentang akan dilakukar Pemeriksaan kepada Wajib
Pajak,

b. memperlihat:an Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak
dan Surat Perinu . -meriksaan kepada Wajib Pajak
pada waktu melakukan Pemeriksaan:

c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada
Wajib Pajak:

d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak
apabila susunan um Pemeriksa Pajak mengalami
perubahan, . Tn

e. meryampaikan Sura: Pemberitahuan Hasil
Pen:niksaan kepada Warib Pajak:

f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam
ranuka Pembahasan Aktir Hasil Pemeriksaan dalam
us waktu yang telah ditentukan:

g. me.akukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam

|
mersenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

T



,

ketentuan peraturan

4

perundang-undangan
perpajakan:

h. mengembalikan buku a:au catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak .:

paling lama 7 (tujuh) hai sejak tanggal Laporan
Hasil Pemeriksaan: dan

i. merahasiakan kepada pihak lain yang Udak berhak

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan

kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka

an Pemeriksaan.
:

23. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji keparuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan

Kantor, Pemeriksa Pajak wajib :

a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak

dan Surat Penntah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

pada waktu Pemeriksaan:

b. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada

Wasib Pajak yang akan G:periksa, 0.

c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak

apabila susunan um Pemeriksa Pajak mengalami

perubahan:

d. memberitahukan secare tertulis hasil Pemeriksaan

kepada Wajib Pajak:
|

ce. melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

apabila Wajib Pajak hadir galam batas waktu yang
telah ditentiikan:

f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya agar
pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-

tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan

ketenruan peraturan perundang-undangan Xx
perpajakan,



&.

1 ,

mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak

paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan
Hasil Pemeriksaan: dan:

. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhakh.

segala sesuatu yang dixetahui atau diberitahukan

kepadanya oleh Wal: Pajak dalam rangka

Pemeriksaan.

"94, Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan

Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:

a.

| |

. memasuki dan memenksa tempa:

. meminta kepad.

melihat dan/atau meminjam buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak:

. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola
secara elekiranik:

|

atau ruang,
barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
diduga atau parut diduga digunakan untuk
menyimpan buku atau- catatan, dokumen . yangn
menjadi dasar pembukuan atau '! pencatatan,u
dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat
memberi petunjuk tentang penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak:

'

Waj:D Pajak untuk memberi 1bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara laiberupa :
ni

d.
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1

|) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas
biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data

yang dikelola secara elektronik
, memerlukan

peralatan dan/atau keahlian khusus:

2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak.:
untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak

bergerak: dan/atau

3) menyediakan ruangan khusus tempat

dilakukannya Pemerksaan Lapangan dalam ha.

jumlah buku, cataian, dan dokumen sanga:

banyak sehingga su:it untuk dibawa ke kantor

Dinas:

melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu

serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak:

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari

Wajib Pajak: dan

"8. meminta keterangan dan/atau buku yang
diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai

hubungan dengan Wajib Pajak .yang diperiksa
melalui Kepaja Dinas.

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak

berwenang :
a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor

Dinas Pendapatan dan” Pengelolaan dengan
menggunakan Surat par.ggilan:

|

g

me:ihat
San/atau merrinjam buku atau catatan,

do:umen yang menjadi dasar pembukuan atau

b.

pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang
dikelola secara elekwonik, yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, «
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak:



»Dalam pelaksanaan Pemeriksaan

meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan:

c.

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari
Wajib Pajak, |

meminjam kertas kena pemeriksaan yang dibuat
olch Akuntan Publik melalui Wajib Pajak:dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang

diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai

hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
melalui Kepala Dinas. |

d.

e.

f.

untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan

Lapangan, Wajib Pajak berhak :

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk

memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak
dan Surat Perintah Pemeriksaan,

meminta kepada Pemenksa Pajak untuk

meumbenkan pember-tahuan secara tertulis

sehubungan dengan pelaksaraan Pemeriksaan

b.

Lapangan,

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk

memberikan penjelasar tentang alasan dan tujuan

Pemenksaan:

| meminta kepada Pemeriksa Pajak untukd.

memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan.Tim
Pemeriksa Pajak mengalamiperubahan:

menerima Surat Pemberitahuan Hasi) Pemeriksaan:c.

menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

dalam jang:za waktu yarg telah ditentukan:

| mengajukari permoh»nan untuk dilakukan

pembahasam
oleh Tim Pembahas, dalam hal d,

terdapat pe “sedaan pendapat antara Wajib Pajak



(2)

1

|

dengan Pemenksa Pajak dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan: dan Ta

n. membenkan pendapa: atau penilaian atas

pelaksanaan Pemeriks:an oleh Pemeriksa Pajak
merajui pengisian lormu::r xuesioner Pemeriksaan.

a
Dulam pelaksanaan Peraenksaan untuk menguji"

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan

jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :

au. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk

mernperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak

Gan Surat Perintah Pemeriksaan:

bd. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk

memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan'
Pemeriksaan:

c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk

memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan

Pemeriksa Pajak mengalami pergantian:

d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan:nP

e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
dalam jangka waktu yang telah ditentukan:

f, mengajukan permohonan untuk dilakukan
pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat
perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan
Pemeriksa Pajak dalam 'Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan, dan
"

y. memberikan pendapa: atau penilaian atas

pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak

me!alui pengisian formu:ir Kuesioner Pemeriksaan. ra



po. |

| Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak

wajib :

|

a. memperlihatkan danj atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain:

yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak:

b

t

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data

yang dikelola secara elektronik:

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat
"5 atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga

atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen

lair,uang dan/atau barang yang dapat memberi perunjuk tentang

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib

Pajak atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada
Pemeriksa Pajak:

d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :

1 menyediakan tenaga dan/atau peralaian atas biaya Wajib Pajak

apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik

memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, '

. memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka
barang bergerak dan/atau tidak bergerak: dan/atau

2.

menyediakan ruangan khusus tempat dilakn ikannya Pemeriksaan
Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat
banyak sehingga sulit Untuk dibawa ke kantor Dinas.

c, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan: dam |

3.

f, memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
Xx

27. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk mer.guji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak



1

a. memenuhi panggilan untuk datang merghadiri Pemeriksaan sesuai

dengan waktu yang ditentukan,
"

b.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain."

termasuk data yang dikelola secara elekwonik, yang berhubungan

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas

Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak:

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemenxssaan,

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan

Hasil Pemeriksaan:

e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan

Publik: dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
|:

28. Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksadn Lapangan :

a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara

elektronik serta keterangan lain yang diperlukan
|

dan

diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditempat
Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga. dan Pemeriksa Pajak
membuat buku peminjaman.

b. dalam. hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain. yang. diperlukan dan belum

diperoleh/ditemukan pada saat selaksanaan Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat sura:

permintaan peminjaman.

C. buku, catatan, dowimen, termasuk data" yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf bh
wajib diserahkan kupada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bular.

sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumer.

disampaikan kepada Wajiio Pajak.
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IM

palam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor :

, buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara

"elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak,

harus dicantumkan pada surat panggilar.. v
b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara

elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a,

wajib dipinjamkan pada saat Wai:h Peax memenuhi panggilan dan

Pemeriksa Pajak membuat buku pemin:ar:an.

. Salam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola

secara eluktronik serta keterangan jan yang diperlukan belum

dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi -panggilan sebagaimana

dimaksud pada huruf b, Pemeriksa Paiak membuat surat permintaan.

peminjaman.

d. buku, catatan, dokumen, termasuk data .yang dikelola secara

elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c,

wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pa'ak paling lamal 1,(satu) bulan
sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud padal huruf a yang

memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.1
30. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola

secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka
waktu 1 (satu) bulan sebagaimana di-z.aksud pada 'ayat (4) huruf c
atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat

h

b

menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

-

31. Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan' lain dari Wajib Pajak,
Pemeriksa Pajak harus membuat buku peminjaman.

32, Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa
fotocopy dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak
yang diperiksa karus membuat surat 'pernyataan bahwa fotocopy
dan/atau data yang iikclola secara elektronik yang dipinjamkan

kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai der.gan aslinya.
Lg

33, Dalam hal ianek. waktu | (satul bulan sebagaimana dimaksud dalam
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sebagaimana dimaksud dipenuhi sebagiari atau seluruhnya, Pemeriksa

pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.

y. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola

secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiannya,

Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan

menyediakan ruangan khusus.

15. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak
tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman

“sebagaimana dimaksud dalam ayat 28 -c sehingga besarnya

penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat

menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

36. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan

Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh, permintaan

peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga
besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa

Pajak mengusulkan Pemeriksaan Buku Permulaan.

37. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban, sebagaimana
dimaksud dalam ayat 35, maka Wajib Pajak harus menandatangani
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

(1) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat
berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh

Pemeriksa Pajak.
:

(2) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan peineriksa jak
dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat
berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib
Pajak.

|

(3) Apabila pada saa: dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak
udak ada di:emrut, maka :

a. Pemeriksaan tetap dapar dilaksanakan sepanjang ada pihak
yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib
Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannva, dan

Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan '

NX
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selanjutnya Pemeriksaan dininda untuk dilanjutkan pada
kesempatan berikutnya:

b. Guna keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum

dilakukan penundaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak dapat melakukan

penyegelan:

C. Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah

dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap
dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib
Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna
membantu kelancaran Pemeriksaar:

d. dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membantu
kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus
menandatangani surat pernyazaan penolakan membaaru
kelancaran Pemeriksaan:

e. dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani
surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemeriksa Pajak membuat

beritaatara-penolakan membantu kelancaran 'Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
yyat (|), atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), atau berita acara tidak dipenusinya panggilan Pemeriksaan

“bagaimana dimaksud pada ayat (3), azau surat pernyataan penolakan
Membantu kelancaran Pemeriksaar: sebagairana dimaksud pada ayat (4)
huruf g, atau berita acara penolakan membantu

kelancaran Pemeriksaan
#bagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dapat dijadikan dasar
Untuk penetapan pajak. secara jabatan atau diusulkan

Pemeriksaan
Buku

Permulaan.

- Pemeriksa Pajak verwenang melakukan renyegelan dalam hal WajibMi : 3
tx
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a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang
tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, dan/atau

'b. tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain
“
berupa tidak memberikan kesempatan Untuk mengakses data yang
dikelola secara elektwonik “dan/atau membuka barang bergerak

dan/atau udak bergerak.
|

39. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui

Kepala Dinas dapat memanggil Wajib Pajak.

(1) Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara pemberian
|

1, keterangan Wajib Pajak.

(lh Pemeriksa Pajak meialui Kepala Dinas, dapat meminta keterangan

dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan yang sedang
dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak keriga secara tertulis.

(2) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7

(rujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti
atau Surat zin dan pihak yang berwenang.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimaria dimaksud pada ayat (2)
udak dipenuhi oleh pihak keuga, Pemeriksa. Pajak segera
menyampaikan Surat Peringatan I.

(4) Apabila Surat PeringatanI tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa” «
Pajak segeramenyampaikan Surat Peringaran II.

(5) Apabila Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga,
Pemeriksa Pajak segera membuat berita" acara tidak

dipenuhinyapermintaan keterangan atau buku dari pihak ketiga.k
. |

40. Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan
hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.

'

(1) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila
Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

| X
(2) Surat Pembentahyuan Hasil Pemeriksaan sebagaimanz dimaksud

pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa



|

(3) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama:
a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan das

Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak unruk Pemeriksaan|
Kantor:

b. 7 (tujuh) hari kerja seiak Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan

Lapangan.
|

41. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas. Wajib Pajak menyampaikan
“surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang perserujuan atas

seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakar tanggapan tersebut sebagai

dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatanganioleh Tim Pemeriksa Pajak

dan Wajib Pajak.

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil
Pemeriksaan "yang berisi tentang perserujuan atas seluruh hasil
Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut
sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

n

-.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud daiam Pasal 23
ayat ($) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil

Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau
seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan “surat tanggapan tersebut

sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib
Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam nsalah

pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak. &
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(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat - tanggapan hasil
"
Pemeriksaan yang berisi tentang keuidaksetujuan atas sebagian atau

seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak. hadir dalam Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat '
tanggapan tersebut sebagai Gasar untuk membuat risalah

pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam

Pembahasan Akhir Hasil Pemerixsaan, yang ditandatangan: oleh

Pemeriksa Pajak.

0 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 23

' zyat (4) Wajib Pajak: tidak menyampaikan surat tanggapan hasil
Pemeriksaan dan tidak hadir dalam: Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara ketidakhadiran
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasi! Pemeriksaan, yang
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

(S5) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan" dan Pemeriksa Paak telah membuat dan
menandatangan! benta acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (4), atau ayat (S), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

dianggap telah dilaksanakan.
|

N

(6) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang
penolakan tersebut dalam berita acara

' Pembahasan
Akhir Hasil

| Psmeriksaan.

(7) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan

|

Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akrir Hasil Pemeriksaan, Wajib
Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas
lebih dahulu oleh Tim Pembahas.

Xx

(8) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas diruangkan dalam risalah Tim

Pembahas vang merupakan bagian cari Kertas Kerja Pemeriksaan.

LN
.
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(9) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil. Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis
"
Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.

(10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir. Hasil Pemeriksaan untuk .
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis

'

Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu)

bulan.

P

3

42. Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil

Perreriksaan merupakan bagian yang tidak
erpisahkan

dari Laporan
"
Hasil Pemeriksaan.

(1) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan
Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil.Pemeriksaan,
kecuali:

|
a. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasarl akhir tetapi

menyampaikan tanggapan tertulis, pajak yang terutang dihitung
berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada
Wajib Pajak dengan memperhaukan tanggapan tertulis dari Wajib
Pajak,

2
b. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam

pembahasan akhir dan
tidak menyampaikan tanggapan tertulis, pajak yaing terutang
dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan
kepada Wajib Pajak.

43. Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil
Pemeriksaan

yang dilaksanakan tanpa:

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan: atu”
b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan

atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Bupau Kuantan
Sinang.

44. Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana point 40 ayat b, proses
'

Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur
dx

penyampaian. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
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15, Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan

tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,
berdasarkan surat keputusan pembatalan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa

Pajak melanjutkan Pemeriksaan dengan memberitahukan hasi:

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan
melakukan pembahasan.

46. Walaupun telah melakukan Pemeriksaan, cengan Syarat Bupati melalu:

Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi belum menerbitkan surat

ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat
mengungkapkan dalam laporan tcrsendii tentang ketidukbenaran

pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.

-

47. Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran
pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada point 43,
hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Suratn

.Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

48. Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran
pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud oleh Pemeriksa
Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi
bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

49. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:

a. pada saat pelaksanaan Pemernksaar. ditemukan adanya indikasi tindak
pidana di bidang perpajakan:

b. pada saat Wajib Pajak badan diperiksa ' memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2): 'atau

C. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemefiksaan, tidak memenuhi

panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan terhadap
Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.

90. Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), usulan Pemeriksaan Bukti

Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penvelesaian permohonan
| pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
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Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian
kelebihan

pembayaran pajak, penyelesaian Pemeriksaan ditangguhkan sampai

dengan
:n

a. Pemeriksaan Buku Permulaan diselesaisan dan tdak dilanjutkan

dengan penyidikan,

b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakuka:: penunrutan:

c. diterimanya putusan pengadilan yang :clah mempunyai kekuatan

hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum.

52. Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Point 48

dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: :

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan:

“ b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan

Cc. Jiterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum. "

d. Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan, jangka waktu Pemeriksaan dapat .

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (uga) bulan.

53. Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau
persetujuan Bupati.

|

|:
1

'

(1) Instruksi atau persetujuan Bupati untuk melaksanakah Pemeriksaan |

Ulang dapat diberikan : Ng ul
Uh

.

a. Apabila terdapat data baru masuk data yang Isemula belum

terungkap, atau
|

:

b. Berdasarkan perimbangan Kepala Dinas.
"

!

(2) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus

didahului dengan Peraeriksaan Ulang sebagaimana di aksud pada'
ayat (!), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang
sama telah diterbiikan surat ketetapan pajak berdasarkan

hasil

Pemeriksaan.



.
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po.
sa. Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perurdang-undangan perpajakan
|
dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. '

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ',
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan “dilakukan

dengan kriteria antara lain sebagai beriku::

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pa'ak secara jabatan,

2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,

“. 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,"

4. Wajib Pajak mengajukan keberatan,

a

5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghirungan
Penghasilan Neto:

|

6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan:

7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil:

8. Penentuan satu atau lebih temipat terutang Pajak Pertambahan
Nilai:

S. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak:n
-

10, Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka
waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan, dan/atau

11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra
PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.

|

55. Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteri4 sebagaimana: dimaksud
dalam Pasal 31 dapat dilakuxan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau
Pemeriksaan Lapungan. ,

"

|

(1) Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkai:'dengan Pemeriksaan untuk
tujuan lain adalah paling lama 7 (tajuh) hari dan dapat diperpanjang
menjadi paling lama 14 (empat belas) hari yang dihirung sejak tanggal N
Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam. rangka
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Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil'
Pemeriksaan.

(2) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan
untuk tujuan lain adalah paling lama 2 (dua) bulan dan dapat .

diperpanjang menjadi paling lama 4 (empa:) bulan yang dihirung sejak ""

tanggal Surat Perintah Pemenksaan sampaj dengan tanggal Laporan

Hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam ha! Pemeriksaan untuk tujuan ain dilakukan berdasarkan

permohonan Wajib Pajak, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana
“ dimaksud diatas harus memperhaukan jangka waktu penyelesaian
permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(4) Dalam ha! Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dilakukan
berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, jangka waktu
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan jangka
waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan

PengusahaKena Pajak.
|

56. Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan
standar Pemeriksaan. meliputi standar umum, standar pelaksanaan
Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

57. Pemeriksa Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain juga 1,
harus

memenuhi Standar umum sebagaimaria dimaksud dalam Point 52.

58. Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai
dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, vaitu:

a. pelaksanaan Pcmeriksaan harus didahului dengan persiapan yang
baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan
yang seksama:

Uu

Yin

b. luas Pemeriksaan dis:suaikan dengan kriteria dilakukannya
Pemeriksaan untuk tujuan lain: '

,

C. Pemeriksaan dilakukar. oieh tim Pemerixssa Pajak yang terdiri dari
FNSeorang Supervisor, seor:ng ketua tim, dan seorang atau lebih anggota

tim:
|
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d. Pemeriksaan dapat dilaksanaxan di kartor Dinas, tempat kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak,
atau di tempat lain yang dianggap

perlu
oleh Pemeriksa Pajak:

€. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan
apabila

diperlukan

dapat dilanjutkan di luar jam kerja,

f. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas

Kerja Pemeriksaan,

g. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain digunakan sebagai dasarn

penerbitan surat keputusan atau sebagai bahan masukan untuk

pembuatan Keputusan.

59. Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam
bentuk Kertas Kena Pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

| Ta
a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan

berfungsi sebagai:

1. Bukti bahwa Pemeriksa Pajak telah melaksanakan
Pcmenksaan berdasarkan standar Pemeriksaan: dan

2. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan:

b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:

l. data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh:

2. prosedur Pemeriksaan yng dilaksanakan: dan

3. simpuian dan hai-hal lain sang dianggap perlu yang
berkaitan dengan Pemenksaan.

60. Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk

Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuaj standar pelaporan hasil

Pemeriksaan, vaitu:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat &
ruang lingkup atau pos-pos vang diperiksa sesuai dengan tujuan

vi Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dart memuat pula
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b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain antara lain mengenai:

1. Penugasan Pemeriksaan,

Identitas Wuarib Paiak:

3, Dasar (lujuun) Pemenksaan,

4, Buku dan dokumen yang dipinjam,

5. Materi yang diperiksa,

6. Uraian hasil Pemeriksaan,

7. Simpulan dan usul Pemeriksa.

61. Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan
jenis

Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib:

.a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah
|

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada wakzu Pemeriksaan,

b. mernberitahukan secara tertulis tentang dilakukannya Pemeriksaanuntuk tujuan lum kepada Wajib Pajak:

Cc. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan
kepada

Wajib Pajak yang
akan dipenksa:

d. menunjukkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim -
Pemeriksa Pajak mengalami perubahan:

ce. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan
Laporan Hasil Pemeriksaan,

f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak paling lama .7 (tujuh) hari sejak tanggal
Laporan Hasil Pemeriksaan: dan/atau: .

g. Merahasiakan kepada pihak iain yang tidak berhak segala sesuatu
: yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka Pemeriksaan.

62. Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanaka dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib: NA

a. menyampaikan surat panggilan & "tang dilakukannya Pemeriksaan
'
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b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan, ..

c- menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang
akan diperiksa:

d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila terdapat
perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak:

membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan
Laporan Hasil Pemeriksaan:

f. mengembalikan buku, catatan, dan dokur:en pendukung lainnya yang
'“ dipinjam dan Wajib Pajak paling lama ? (tujuh) hari sejak tanggal

Laporan Hasil Pemeriksaan: dan/atau

8: merahasiakan kepada pihak lain vang Udak berhak segala sesuaru
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka Pemeriksaan. .:

63. Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak bersenang:

a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen Iain yang

“.

e.

berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan:

b. mengakses dan/atau mengunduh data yarg dikelola secara elektronik:

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau Udak bergerak yang diduga atau parut diduga digunakan
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang
berkaitan dengan tuluan Pemeriksaan:

d. meminta keterangan lisan dan/atau :ertulis dari Wajib Pajak:
dan/atau

e. meminta keterangan dan/atau data yang 3iperlukan dari pihak ketiga :

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak vang diperiksa
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64. Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuar lain dilaksanakan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

|

"2. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen:yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan Gokumen lain termasuk data

yang dikelola secara elekworik, yang berhuburigan dengan
3

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
Pekerjaan.

bebas Wajib

Pajak
atau objek yang terutang pajak:

b. meminta keterangan lisan dan/atau -ertulis dari Wajib Pajak:
dan/atau

C. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui
87
Zi

Kepala Dinas. ,

65. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, WajibPa

ajak
ozrhak:

a. memunta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat

Perintah
Pemeriksaan kepada

Wajib Pajak pada
waktu Pemeriksaan:

b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan
secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan:

Cc. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan)

d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas
apabila terdapat perubahan susunan Tim Perferiksa Pajak: dan/atau

e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan

oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner

Pemeriksaan.

66, Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis kk
Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:
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a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda

Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada
Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan,

b. meminta kcpada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan

tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan,

€. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas

apabila terdapat perubahan Susunan Tim Pemeriksa Pajak, dan/atau

d. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan

oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner

Pemeriksaan.

67. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib : 3'

Ph
:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku atau 'atatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencata:an dan dokumen lain, vang
berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan: :

4

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh cata
yang dikelola secara elektronik: ag

1

rp. .

c. memberi kesempatan untuk memasuki 'tempat jatau ruar.g
penyimpanan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang |

berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada
Pemeriksa Pajak: dan/atau

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data
dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

|
68. Dalam "pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis

Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
"

a. memper'ihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencataian dan dokumen lain, yang
berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan: dan/atau

KN,
b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data

dan/atau ketcrangan lain yang diperlukan.
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69. Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasidan keterangan lain

yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan
untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

70. Apabila dalam Pemeriksaan untuk tujuan lain Wajib Pajak tidax

memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Point 64, Wajib Pajak

harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

| 71. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan

penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada point 65, Pemeriksa

Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Pemeriksa Pajak.

72. Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara

penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,

permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses atau diperumbangkan
dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:

a. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil: i

b. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai:

dan/atau

C. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu

kompensasi kerugian, N : “.... d ,

d. sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

. 73. Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara
| penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Wajib

Pajak akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk

tu:uan lain dilakukan dalam rangka:

.a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan: dan/atau

b. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. T
74. Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara

nennlakan Pemeriksaar: sebagaimana dirraksud dalam Pasal 43,
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permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk

tujuan lain dilakukan dalam rangka: .

a. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak: dan/atau

b. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Wajib Pajak Kena Pajak.

75. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa pajak &

melalui Kepala Dinas juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk

memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan

dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah diubah keuga kali dengar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Demikianlah Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan PBB P-2 Kabupaten
Kuantan Singingi untuk dapat dipedomani sebagaimana rmestinva.

WPATIKUANTAN SINGINGI

&
34

AN
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permohonan Wajib Pajak tidak dikabu.kan daiam hal Pemeriksaan untuk

tujuan lain dilakukan dalam rangxa:
|

..

a. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, San, atau

b. pengukuhan atau pencabutan pengukunax Wajib Pajak Kena Pajak.

75. Daram pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujtan jain, Perreriksa Pajak
melalui Kepala Dinas juga dapat memanggil Wajib Pajak unruk

memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan

dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak keuga
'
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Urdang-Undang Nc mor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah diubah ketiga kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Ti hun 2007.

Demikianlah Prosedur Pembukuan dan Pemzsriksaan PBB F-2 Kabupaten
Kuantan Singingi untuk dapat dipedcmani sebagaimana mes tinya.

KBANTAN SINGINGI,
1 Ad 8

Sar
s1

- .32
Pa RON

SN Nasi CARA2 :
s1 EFH,SUKARMIS .
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Lampiran X : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor « Tahun 2013
Tanggal A£ Tebruar' Xu?

K

PROSEDUR KEBERATAN DAN BANDING 4
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

|

(PBB-P2) |

A. GAMBARAN UMUM :

|
|

Prosedur Keberatan dan Banding merupakan tata'cara pengajuan
keberatan dan banding PBB P2 diajukan terhadap :

a. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan P2 Terkutang

b. Surat Ketertapan Pajak Daerah PBB P2 Lebih Bayar atau

Kurang Bayar

Cc. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-uzdangan perpajakan daerah.

|

|
B. PIHAK TERKAIT:

1. WAJIB PAJAK

Wajib pajak bumi dun bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2)
adalah oruny pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai Suatu
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau,
memiliki, menguasai dan /atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2. DINAS PENDAPATAN

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan
keuangan daerah yang secara organisasi bernama Dinas

Pendapatan
Kabupaten Kuantan Singingi.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atau banding kepada Bupau

Kuantan Singingi melalui Kepala Dinas Penjapatan Kabupaten Kuantan

Singingi atas SPPT PBB P-2 dalam hal wa''b pajak berpendapat bahwa

luas objek pujak biimi dan/atau bangunan sektor perdesaan dan

perkotaan atau nilai 'ual objek pajak bum: dan/atau bangunan sektor

I
perdesaan dan perkotaan tidak sebagaimana mestinya.

n-Kk
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2. Pengajuan Permohonan Keberatan atau banding dapat diajukan secara

tertulis baik perorangan atau kolektif kepada Bupati Kuantan Singingi
melalui Kepala Dinas Pendapatan Kuantan Singingi dengan

t
n

"melampirkan persyaratan sebagai berikut :

!

a. asli SPPT PBB P-2 yang diajukan keberatan, “

b. perhitungan jumlah PBB P-2 yang terutang menurut Wajib Pajak
disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.

3. Keberatan atau banding sebagaimana dimaksud diajukan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P-2 kecuali

“

apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

d

Surat Keberatan atau banding yang diajukan harus ditandatangani oleh

Wajib Pajak.
|

Dalam hal surat keberatan atau banding ditandatangani oleh bukan

Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan :

a. surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB
P-2 yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau
Wajib Pajak Badan,

b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB P-2 yang
terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dus juta rupiah.a

4. Pengajuan keberatan atau banding untuk SPPT PBB P-2 secara minimal
banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

5. Pengajuan keberatan atau banding sebagaimana dimaksud diajukan
secara tertulis kepada Bupaui Kuantan Singingi melalui Kepala Diras
Pendapacan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. asli SPPT PBB P-2 vung diajukan keberatan atas banding:

b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai
dengan alasan yang mendukung pergajuan keberatannva atau
bandingnva :

c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotccopy identitas kuasa Wajib
Pajak dalam hal dikvasakan:

«
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6. Tanggal Penerimaan surat keberatan atau banding yang dijadikan dasar

untuk memproses sura: keberatan adalah :

a- tanggal terima surat keberatan atau bancing, dalam hal disampaikan

secara langsung olch Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati

Kuantan Singingi melalui Dinas Pendapatan kuantan Singingi : atau :1

b. tanggal ianda pengiriman surat keberatan atau banding, dalam hal

disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

7. Pengajuan keberatan atau banding yang :'dak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud di atas, dianggap bukan sebagai surat keberatan
'.

—

“sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
| I

8. Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dibertimbangkan, Kepala
Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal

penerimaan surat
Keberatan

sebagaimana dimaksud harus memberitahuxan secara tertulis disertai

alasan yang mendasari kepada :

a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara

perseorangan: atau

b. Lurah setempat dalarn hal keberatan diajukan secara kolekuif.

9. Untux kepceriuan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta
keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau,
penghitungan PBB P-2 yang terutang kepada Dinas.

10. Dinas harus memberi keterangan vang diminta oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dalam jangka waktu paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

11. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang
terutang dan pelaksanaan penagihannya.

12. Keputusan atas pengujuan keberatan SPPT PBB P-2 diberikan oleh :

a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB yang terutang paling banyak

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah):
Xx

b. Bupati, dalam hal jumlah PBB yang terutang lebih dari

Rp.1.000.000,00 (suatu juta rupiah).

mt

au
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13. Keputusan sebagaimana dimaksud ditetap:an berdasarkan hasil

penelitian di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan

penelitian di lapangan.

(1)Bupay atau kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya
—

dalam jangka waktu paling lame 12 (dua belas) bulan terhitung sejak.

“tanggal penerimaan surat Keberatan, harus memberikan keputusan
atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

p (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) dapat
' berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau

menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan
dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan
pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

. 4)Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data
dalam SPPT pBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB
PBB atau SKPDN PBB, Dinas menerbitzan SPPT PBB, SKPD PBB,
SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB BB atau SKPDN PBB baru
berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo

pembayaran.
"

(5) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SXPDKBT PBB, SKPDLB PBB
atau SKPDN PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
bisa diajukan Keberatan.

14. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak da»att menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat
keputusan Keberatan belum diterbitkan.

15. Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan

penyelesaian keberatan PBB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
tx

16. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan

diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



”

3

|

Demikianlah Prosedur Keberatan dan Banding . PBB P-2 Kabupaten
x

Kuantan Singingi untuk dapat dipedomani sedagaimana mestinya,

- “

K NTAN SINGINGI

ai

AN “H“SUKARMI

at
a»

..


